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\ BAB 1
Pendahuluan

Bab ini membahas :

e Perencanaan pembangunan

Perencanaan keruangan

Hubungan perencanaan pembangunan dan keruangan
Implementasi proses perencanaan

Perspektif masyarakat terhadap proses perencanaan wilayah

Harapan terhadap kegiatan perencanaan wilayah

Perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan dan
berkelanjutan mulai dari tahap pengumpulan data, penyusunan rencana,
hingga tahap evaluasi dan monitoring. Proses perencanaan merupakan
kegiatan yang tidak pernah selesai, karena selalu memerlukan peninjauan
ulang atau pengkajian guna memberikan umpan balik dalam proses
evaluasi.

Banyak pakar yang memberikan definisi mengenai perencanaan,
salah satu acuannya terdapat dalam undang-undang terbaru yang mengatur
tentang perencanaan pembangunan nasional yaitu UU No. 25 Tahun
2004 yang menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dan
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.



Perencanaan ditujukan untuk waktu yang akan datang sehingga
harus dapat memperkirakan kondisi yang akan terjadi pada masa depan dan
harus mampu menelaah situasi yang cukup tepat sebagai indikator utama.
Selain dihadapkan pada hal-hal yang harus diramalkan, perencanaan juga
dihadapkan pada pemilihan tindakan yang diperhitungkan mempunyai
akibat optimum. Hal ini yang mendasari bahwa analisis data dasar dan
informasi lainnya penting untuk dilakukan sehingga tujuan perencanaan
dapat tercapai. Analisis data juga berguna untuk mengetahui dan menilai
potensi dari masalah yang dihadapi, sehingga tindakan pencegahan dapat
dilakukan.

Dalam perkembangannya, kegiatan perencanaan banyak digunakan
diberbagai bidang yang ditandai dengan munculnya berbagai istilah dari
sektor-sektor yang melakukan perencanaan seperti: economic planning, social
planning, environmental planning, city planning, regional planning, dan istilah
lainnya.

Dalam konteks Indonesia, dua proses perencanaan utama yang telah
dilegalkan melalui payung hukum adalah, perencanaan tersebut adalah
perencanaan pembangunan (development planning) yang telah diformulasikan
dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. 25 Tahun
2004) dan perencanaan keruangan (spatial planning) tentang Sistem Penataan
Ruang (UU No. 26 Tahun 2007).

1.1 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan suatu kegiatan perencanaan
yang dilakukan oleh seluruh elemen untuk menganalisis kondisi dan
pelaksanaanpembangunan, merumuskantujuandankebijakan pembangunan,
menyusun konsep strategi untuk pemecahan masalah, dan melaksanakannya
dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, sehingga pada akhirnya
harapan untuk kesejahteraan masyarakat dapat terwujudkan.

Perencanaan pembangunan diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang menyebutkan
bahwa SPPN adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara
dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa SPPN ditujukan
untuk:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi; baik antar
daerah, ruang, waktu, dan fungsi pemerintah pusat maupun daerah

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
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5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,
efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

Proses perencanaan dilakukan melalui pendekatan politik terkait
dalam pemilihan presiden atau kepala daerah yang dikenal dengan rencana
pembangunan hasil proses politik, dapat dicontohkan dari penjabaran visi dan
misi dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) atau RPJIMD
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Selain dilaksanakan
secara politik, proses teknokratik dilakukan juga dengan menggunakan
metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang
bertugas dalam hal tersebut. Aspek partisipatif dilaksanakan dengan
melibatkan seluruh stakeholders melalui wahana-wahana yang telah disiapkan
seperti halnya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Dari sisi
jenjang pemerintahan proses perencanaan ini dikenal sebagai proses top-down
dan bottom-up yang dilakukan secara seimbang.

Mengacu pada SPPN, rencana pembangunan dituangkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan. RPJP adalah
produk perencanaan yang dijadikan sebagai rujukan produk perencanaan di
bawahnya dan dibuat berdasarkan referensi waktu selama 25 tahun. RPJP
terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang di tingkat nasional dan
di tingkat daerah. Selain dibagi dalam skala waktu, proses perencanaan juga
dibagi dalam tingkat pemerintahan dengan struktur berjenjang. RPJP Nasional
(RPJN) merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan
Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dalam bentuk visi,
misi, dan arah pembangunan nasional.

RPJP Daerah (RPJPD) memuat visi, misi, dan arah pembangunan
daerah yang mengacu pada RPJP nasional, diwujudkan dalam visi dan misi
jangka panjang dan mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh
masyarakat beserta strategi untuk mencapainya. Visi merupakan penjabaran
cita-cita Kkita berbangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD
1945. Visi kemudian perlu dinyatakan secara tegas ke dalam misi, yaitu
upaya-upaya ideal untuk mencapai visi tersebut, yang dijabarkan ke dalam
arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang. Oleh karenanya,
rencana pembangunan jangka panjang adalah produk dari semua elemen
bangsa, masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga tinggi negara, organisasi
kemasyarakatan, dan organisasi politik.

RPJM atau rencana lima tahunan terdiri atas Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJIMN) dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJM sering disebut sebagai agenda
pembangunan karena menyatu dengan agenda pemerintah yang berkuasa.
Agenda pembangunan lima tahunan memuat program-program, kebijakan,
dan pengaturan yang diperlukan. Selain itu, secara sektoral terdapat pula
Rencana Strategis (RenStra) di masing-masing kementerian/departemen
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atau lembaga pemerintahan nondepartemen serta renstra pemerintahan
daerah yang merupakan gambaran RPJM berdasarkan sektor atau bidang
pembangunan yang ditangani.

RPJM nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP nasional. RPJM
nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program
kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan, dan
lintas kewilayahan; serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran
perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal. Rencana
kerja yang dibuat berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang
bersifat indikatif.

RPJM daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan
memperhatikan RPJM nasional, memuat arah kebijakan keruangan daerah,
strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai
dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif.

Renstra kementerian dan lembaga memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan
fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada
RPJM nasional dan bersifat indikatif. Sedangkan Renstra SKPD memuat visi,
misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada
RPJM daerah dan bersifat indikatif.

Rencana pembangunan tahunan disebut sebagai Rencana Kerja
Pemerintah (RKP). RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat
prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup
gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan
fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga,
kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan
yang bersifat indikatif. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM daerah
dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.

Kebijakan dalam sistem pembangunan saat ini sudah tidak lagi berupa
daftar usulan tetapi sudah beruparencanakerjayang memperhatikan berbagai
tahapan proses mulai dari input seperti modal, tenaga kerja, fasilitas, dan lain-
lain. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus dimulai dengan data
dan informasi tentang realitas sosial, ekonomi, budaya dan politik yang terjadi
di masyarakat, ketersediaan sumber daya dan visi/arah pembangunan. Jadi
perencanaan lebih kepada bagaimana menyusun hubungan yang optimal
antara input, proses, dan output.
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Gambar 1.1 Diagram Proses Perencanaan Pembangunan
(UU No. 25 tahun 2004)

Proses penyusunan rencana pembangunan secara demokratis
dan partisipatif dilakukan melalui forum Musrenbang, mulai dari tingkat
desa, kecamatan, kabupaten, atau kota. Pada tingkat propinsi. Hasil
dari Musrenbang propinsi kemudian dibawa ke Musrenbang nasional
yang merupakan sinkronisasi dari program kementerian dan lembaga
dan harmonisasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Musrenbang ini
menghasilkan rancangan akhir RKP sebagai pedoman penyusunan RAPBN.

1.2 Perencanaan Keruangan

Perencanaan keruangan yang dimaksud dalam terminologi ini adalah
perencanaan wilayah yang berbasis ruang atau spasial. Dalam konteks
pembangunan nasional perencanaan keruangan yang dimaksud adalah
perencanaan yang mengatur mengenai penggunaan ruang pada tingkat
nasional, pulau, propinsi, kabupaten/kota, kawasan, kecamatan maupun
tingkat yang lainnya. Pembahasan mengenai perencanaan keruangan tidak
terlepas dari pembahasan mengenai penataan ruang sehingga secara lebih
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khusus dalam pembahasan ini mengacu kepada UU No. 26 Tahun 2007
tentang penataan ruang.

Kegiatan penataan ruang dilaksanakan dari tingkat mikro hingga

makro, namun masih banyak hal yang menunjukkan adanya tumpang tindih
mengenai penggunaan ruang yang ada. Beberapa hal yang dapat melukiskan
kondisi penataan ruang saat ini adalah sebagai berikut:

a.

Kebijakan pemerintah yang tidak sepenuhnya berorientasi kepada
masyarakat, sehingga masyarakat tidak terlibat langsung dalam pem-
bangunan.

Tidak terbukanya para pelaku pembangunan dalam menyelenggarakan
proses penataan ruang (gap feeling) yang menganggap masyarakat seke-
dar obyek pembangunan.

Rendahnya upaya pemerintah dalam memberikan informasi tentang
akuntabilitas dari program penataan ruang.

Walaupun pengertian partisipasi masyarakat sudah menjadi kepentingan
bersama, akan tetapi dalam prakteknya masih terdapat pemahaman yang
tidak sama. Hal ini ditunjukkan dimana pemerintah sudah melakukan
sosialisasi dan konsultasi dengan masyarakat, namun masyarakat mera-
sa tidak cukup hanya dengan proses tersebut. Kesimpulan yang dapat
diambil adalah bahwa semua proses keputusan yang diambil haruslah
melibatkan masyarakat.

Tidak optimalnya kemitraan atau sinergi antara swasta dan masyarakat
dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Persoalan yang dihadapi dalam perencanan partisipatif saat ini antara
lain panjangnya proses pengambilan keputusan. Jarak antara penyampa-
ian aspirasi hingga jadi keputusan relatif jauh. UU 32/2004 (UU No. 22
Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000) tentang otonomi daerah maka te-
lah menggeser pemahaman dan pengertian banyak pihak tentang usaha
pemanfaatan sumber daya alam, terutama aset yang selama ini diangap
untuk kepentingan pemerintahan pusat dengan segala perizinan dan
aturan yang menimbulkan perubahan kewenangan. Perubahan sebagai
tanggapan dari ketidakadilan selama ini, seperti perubahan dalam pen-
gelolaan sumber daya alam yang tidak diikuti oleh aturan yang memadai
serta tidak diikuti oleh batasan yang jelas dalam menjaga keseimbangan
fungsi regional atau nasional. Meskipun di dalam UU tersebut desa juga
dinyatakan sebagai daerah otonom, namun tidak memiliki kewenangan
yang jelas. Dengan kata lain, sebagian besar kebijakan publik, paling ren-
dah masih diputuskan di tingkat kabupaten. Padahal mungkin masalah
yang diputuskan sesunggguhnya cukup diselesaikan di tingkat lokal atau
desa. Jauhnya rentang pengambilan keputusan tersebut merupakan po-
tensi terjadinya deviasi, baik yang pada gilirannya menyebabkan banyak
kebijakan publik yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.
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Pembagian kewenangan pemerintah dalam penataan ruang

Dalam rangka pemberlakukan otonomi daerah, masing-masing
tingkatan pemerintahan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi,
dan pemerintah kabupaten/kota mendapat wewenang pemerintahan yang
jelas. Kewenangan pemerintah pusat diatur dalam pasal 8 mengenai penataan
ruang yang memuat:

1. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan
ruang wilayah nasional, propinsi, dan kabupaten/kota serta terhadap
pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, propinsi, dan
kabupaten/kota

2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional (mencakup perencanaan,
pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional)

3. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional (penetapan
kawasan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan, dan pengendalian
pemanfaatan ruang kawasan stategis)

4. Kerja sama penataan ruang antar negara dan penyediaan fasilitas kerja
sama penataan ruang antar propinsi

Kewenangan pemerintah propinsi seperti diatur pada pasal 10
memiliki kewenangan yang hampir sama dengan pemerintah pusat namun
pada tingkat propinsi. Beberapa poin yang disesuaikan adalah menyangkut
kerjasama penataan ruang antar propinsi dan kerja sama penataan ruang
antar kabupaten. Wewenang lain yang dimiliki oleh pemerintah propinsi
menyangkut kewenangan dalam hal menetapkan Petunjuk Pelaksanaan
Pedoman Penataan Ruang (PPPPR) mengacu kepada Pedoman Bidang
Penataan Ruang (PBPR) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dalam melaksanakan wewenangnya pemerintah propinsi tidak
menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) akan tetapi sudah pada
tahap melaksanakan SPM yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat
secara nasional sebelumnya. Tidak berbeda dengan kewenangan pemerintah
propinsi, seperti diatur pada pasal 11, kewenangan yang hampir sama dengan
pemerintah propinsi dimiliki oleh pemerintah kabupaten pada tingkat
kabupaten.

Dalam pelaksanaan wewenang, pemerintah kabupaten tidak
melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh tingkat pemerintah di
atasnya, seperti yang menyangkut penyebarluasan informasi mengenai:

1. Arahan peraturan zonasi untuk sistem wilayah (nasional dan propinsi)
yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
(kewenangan pemerintah pusat dan propinsi)

2. Pedoman bidang penataan ruang (kewenangan pemerintah pusat)

3. Petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang (kewenangan pemerintah
propinsi)
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Dalam melaksanakan wewenangnya pemerintah kabupaten jugaseperti
halnya pemerintah propinsi tidak menetapkan SPM akan tetapi sudah pada
tahap melaksanakan SPM yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Peranan aspirasi masyarakat dalam penataan ruang sebagai bagian dalam
perencanaan wilayah

Secara eksplisit UU Penataan Ruang telah menunjukkan perhatiannya
terhadap hak dan kewajiban serta peran serta masyarakat sebagai berikut:

1. Mengetahui rencana tata ruang

2. Menikmati pertambahan nilai ruang akibat penataan ruang

3. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat
pembangunan yang sesuai dengan tata ruang.

4. Mengajukankeberatankepadapejabatberwenangterhadap pembangunan
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayahnya.

5. Mengajukan tuntutan pembatalan ijin dan penghentian pembangunan
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang
berwenang

6. Mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah dan pemegang izin
apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata
ruang menimbulkan kerugian.

Dalam penyelenggaraan penataan ruang Yyang dilakukan oleh
pemerintah, upaya pelibatan masyarakat dilakukan melalui:
a. Partispasi dalam penyusunan rencana tata ruang
b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang
c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang (Pasal 65)

Aspek pelibatan masyarakat dalam petunjuk pelaksanaan (juklak)
“Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang kabupaten atau kota,”
tertuang bahwa pelibatan masyarakat minimal dua kali dalam penyusunan
RTRW (Rencana Tata Raung Wilayah) yaitu pada proses perumusan kebijakan
dan penentuan pola serta struktur pemanfaaatan ruang.

Sebuah harapan baru dengan dikeluarkannya UU No. 26 Tahun 2007
tentang penataan ruang sebagai penyempurnaan atas UU No. 24 tahun
1992 dalam upaya untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman,
produktif, berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara, dan ketahanan
nasional. Undang-undang tersebut lebih jelas memberikan penjelasan bahwa
penataan ruang bertujuan untuk :

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan
buatan

2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan
buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia

3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak
negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang (pasal 3)
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1.3 Hubungan Perencanaan Pembangunan dan
Keruangan

Perlu dipahami dan disadari mengenai pola hubungan antara
perencanaan pembangunan dan perencanaan keruangan. Hubungan ini akan
menuntun padaterwujudnyaperencanaandantujuandariproses perencanaan.
Lebih kongkrit lagi, haruslah terjadi pola hubungan antara produk-produk
pada perencanaan pembangunan dan perencanaan keruangan.

Secara etika sebagai contoh RPJPN merupakan rencana jangka panjang
(20 tahun) dengan status UU, RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional) merupakan rencana jangka panjang (20 tahun) dengan status
hukum peraturan pemerintah, sehingga dalam hal ini meskipun sama-sama
rencana jangka panjang RTRWN semestinya mengacu pada RPJPN. Namun
saat ini masih terjadi pertentangan prinsip antara produk SPPN dan SPK.
Produk tersebut di satu sisi prinsipnya dipenuhi oleh sistem perencanaan
pembangunan sementara prinsip yang lain dimiliki oleh SPK. Sementara ini
penanganan yang dilakukan adalah dengan melihat dari segi prinsip yang
dominan.

RPJPN u
RTRW
Nasional
RPJMN v RTRW Pulau
j/ Erterangan:
= Pedoman
i - Aruan

.h‘_‘_—_’__‘/ 5 - Penjabaran

Gambar 1.2 Contoh pola hubungan rencana pembangunan dan keruangan

Dalam menyelenggarakan kegiatan perencanaan pada tingkat
kabupaten, tidaklah mudah untuk menyesuaikan muatan materi dan proses
antara perencanaan pembangunan dan keruangan. Praktek-praktek kegiatan
perencanaan sudah dilaksanakan pada tataran formalitas guna memenubhi
siklus dan jadwal kegiatan perencanaan yang standar, namun pengembangan
kualitas isi dan proses yang berlangsung adalah permasalahan lain yang
belum berjalan sebagaimana mestinya.
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Pembahasan RPJPD, RPJMD, RKPD hingga proses penganggaran
pembangunan seringkali terlihat sebagai proses terpisah yang harus
diagendakan dalam kegiatan daerah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh
daerah dan dibeberapa kabupaten dengan menggunakan jasa konsultan.
Begitu pula dengan pelaksanaan kegiatan perencanaan keruangan seperti
halnya penyusunan maupun revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten.

1.4 Perencanaan Penggunaan Lahan Wilayah Rural

Dalam buku ini kami akan membahas secara khusus perencanaan
pembangunan dan perencanaan keruangan wilayah rural. Daerah rural
merupakan daerah yang mencakup sebagian besar wilayah dengan
tutupan vegetasi hutan alami yang berfungsi penting sebagai penyedia
jasa lingkungan, dan bentang lahan multifungsional yang mencakup
agroforestri, hutan tanaman, perkebunan, pertanian semusim, area semak
belukar dll. Sumber daya lahan merupakan sumber daya utama yang dalam
perencanaannya mencakup penggunaan sebagai pelindung, budidaya
hutan maupun budi daya non-hutan. Karena sumber daya lahan yang
terbatas dan kebutuhan yang pada umumnya lebih tinggi dari sumber
daya, oleh karena interaksi dari berbagai faktor dari berbagai level, maka
proses perencanaan merupakan tahapan utama dalam pengelolaan sumber
daya lahan yang memerlukan kolaborasi multipihak sehingga aspirasi
dan kebutuhan multipihak bisa terpenuhi. Selain itu karena pengunaan
lahan berkaitan sangat erat dengan pemeliharaan lingkungan, perencanaan
penggunaan lahan diperlukan untuk mencapai kesinambungan, khusunya
menghindari/mengurangi dampak negatif kerusakan lingkungan.Dalam
konteks penggunaan lahan inilah, perencanaan maupun implementasi

pembangunan dan perencanaan keruangan bertemu dan berintegrasi.

Hubungan antara perencanaan pembangunan dan perencanaan
keruangan yang terjadi di daerah dapat didekati dengan pertanyaan
mengenai kondisi atau permasalahan suatu wilayah, pemahaman
tentang proses perencanaan, dan hal-hal yang menuntun proses tersebut.

Beberapa permasalahan di lapangan memberikan gambaran bahwa
kondisi pemanfaatan ruang masih sesuai dengan harapan yakni ruang
yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Fenomena bencana alam yang
terjadi mengindikasikan bahwa telah terjadi ketidakseimbangan dalam
pengelolaan ruang nasional. Data yang adapun menunjukkan bahwa telah
terjadi pengelolaan ruang yang kurang baik seperti konversi kawasan
lindung menjadi kawasan budidaya (industri, perumahan, dan pertanian)
yang mencapai 50.000 hektar pertahun, meningkatnya jumlah Daerah Aliran
Sungai (DAS) kritis, dan meningkatnya polusi udara di beberapa kota yang
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melampaui batas-batas yang diijinkan yaitu 260 microgram/m? seperti di
Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Denpasar.
Kondisi-kondisi ini membutuhkan perhatian serius dari seluruh pelaku
pembangunan dan pendekatan untuk dapat mengelola ruang secara nyaman,
produktif, dan berkelanjutan, (Kirmanto-Djoko, 2006).

Dibanyak daerah proses penyusunan produk perencanaan seringkali
dikerjakan oleh pihak ketiga bahkan proses pengerjaannya dilakukan oleh
pihak yang telah seringkali mengerjakan produk perencanaan ditempat
lain, copy and paste kadang-kadang ditempuh untuk mempermudah proses
pelaksanaan dan lebih lagi tidak melalui proses pencarian data yang valid
dan pelibatan parapihak secara intensif.

Ada beberapa daerah yang sudah lebih maju dalam memonitor
terselenggarannya kegiatan perencanaan secara lebih baik seperti dengan
dikeluarkannya peraturan daerah tentang Perencanaan Pembangunan
Berbasis Masyarakat ada juga dibeberapa daerah yang telah mengeluarkan
Perda tentang ”Partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD”.

Pada konteks tata ruang, di masyarakat ada kesan bahwa tata ruang
tidak banyak gunanya. Tata ruang hanya terlihat sebagai peta-peta dengan
berbagai warna yang menunjukkan peruntukan dan penggunaan lahan
disertai penjelasan tertulis mengenai besaran kebutuhan alokasi ruangnya
yang samasekali tidak tercermin di kondisi lapangan. Memang tata ruang tidak
akan memadai jika hanya mempertimbangkan aspek fisik, kecenderungan
perkembangan, dan minatinvestor tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat
setempat, tata ruang tak akan bermanfaat. Tata ruang yang direncanakan dan
ditetapkan tanpa peran serta ataupun diketahui oleh masyarakat juga tidak
ada gunanya. Karena bagaimana suatu peraturan dapat dipatuhi bila tidak
diketahui oleh masyarakat, (Warta Kebijakan, 2002).

1.5 Perspektif Terhadap Proses Perencanaan dan
Pembangunan Wilayah Saat Ini

Persepsi parapihak yang terkait dengan kegiatan perencanaan sangat
penting untuk diketahui, agar dapat melakukan proses dan komitmen
kegiatan perencanaan pembangunan yang memenuhi harapan. Secara umum
semua lapisan masyarakat berhubungan erat dengan kegiatan perencanaan,
namun demikian paling tidak dalam kegiatan yang lebih aplikatif diharapkan
seluruh stakeholders yang berkepentingan dalam kegiatan perencanaan dapat
berperan aktif, seperti unsur legislatif dalam hal ini DPRD, unsur eksekutif
seperti badan/dinas/kantor, kecamatan, desa, serta unsur masyarakat seperti
kelompok kepemudaan, kelompok wanita, tokoh agama, tokoh masyarakat,
kelompok profesi, serta organisasi sosial dan politik yang ada ditiap daerah.
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Perspektif pemerintah

Perencanaan konvensional telah menempatkan posisi pemerintah
sebagai pelaku yang lebih dominan dalam kegiatan perencanaan khususnya
menyangkut proses administrasi dengan menempatkan semua stakeholders
pada peranannya masing-masing. Pada tingkat kabupaten kegiatan
perencanaan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) yang merupakan badan yang bertanggung jawab dalam
melakukan kegiatan perencanaan pembangunan serta mengkoordinasikan
seluruh kegiatan pembangunan meliputi perencanaan pembangunan dan
keruangan.

Masih sangat disayangkan di tingkat pemerintahan masih terdapat
beberapa pihak yang menempatkan kegiatan perencanaan bukan sebagai
unsur penting dan pada beberapa program masih menunjukkan adanya
kecenderungan top-down, sementara di sisi lain perencanaan kegiatan lebih
sering dilaksanakan berdasarkan usulan-usulan yang masuk kemudian
dianalisa oleh masing-masing bidang yang berhubungan secara langsung
untuk diimplementasikan tanpa melihat konsistensinya dengan program
perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.

Perspektif legislatif

Pada tingkat propinsi dan kabupaten, DPRD memiliki posisi dan fungsi
yang strategis dalam mewujudkan perencanaan yang baik. Peranan DPRD
adalah menghimpun aspirasi dari masyarakat mengenai kebutuhan dalam
rangka memperbaiki kondisi fisik dan kesejahteraan. Selain itu peranan yang
lainnya adalah dengan melakukan kegiatan monitoring atau pengawasan
terhadap seluruh proses pemerintahan dan pembangunan. Pengawasan
tersebut dimulai dari bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi itu dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga terlihat sedemikian luas
wewenang yang dapat dilakukan oleh unsur DPRD.

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bahwa tugas
dan tanggung jawab yang diembannya adalah sebuah beban berat dimana
masyarakat menggantungkan hidupnya dari peraturan yang dirumuskan
oleh DPRD. Apabila kesadaran itu muncul maka akan berdampak pada
pemaknaan pembangunan sebagai hak seluruh masyarakat, bukan
kepentingan dan milik pribadi, kelompok atau wilayah tertentu yang sedang
berkuasa atau kekuatan tertentu yang sedang berkuasa.

Legislatif dapat menjadi pendorong dimulainya proses-proses
peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan
pembangunan. Perananan tersebut dapat dimulai dari tingkat desa, kecamatan
hingga kabupaten. Pertemuan untuk membicarakan kepentingan masyarakat
seharusnya lebih ditingkatkan mengingat pihak legislatif yang juga berasal
dari kelompok masyarakat.

Konflik kepentingan yang sering kali terjadi, disini pula DPRD dapat
menjadi mediator dalam memberikan pemahaman mengenai RPJP, RPJM,
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dan rencana pembangunan tahunan sehingga masyarakat akan memahami
keseluruhan proses pembangunan yang akan dilaksanakan dan memahami
sebuah proses pembangunan yang berkelanjutan.

Perspektif masyarakat

Berbagai bentuk partisipasi masyarakat di dalam perencanaan program
pembangunan dapat dibentuk atau diciptakan. Hal ini sangat tergantung pada
kondisi masyarakat setempat, baik kondisi sosial, budaya, ekonomi maupun
tingkat pendidikannya. Di beberapa daerah bentuk partisipasi masyarakat
dalam pembangunan telah terjadi, dimana wadah serta mekanisme
partisipasinya telah terbentuk dengan baik, (Bratakusumah, 2004).

Terbentuknya beberapa kegiatan pada tingkat desa, kecamatan, dan
kabupaten menunjukkan antusiasme dan harapan masyarakat pada kegiatan
pembangunan yang ada, namun hal ini tidak secara jamak terjadi disemua
tempat, banyak kegiatan yang ditujukan untuk pembangunan tidak berjalan
sesuai dengan harapan bahkan memunculkan hal yang berkebalikan.
Beberapa padangan yang sering diungkapkan oleh masyarakat mengenai
kegiatan perencanaan diantaranya adalah:

1. Munculnya pandangan bahwa tidak semua rencana diimpelementasikan
dengan baik dalam bentuk kegiatan

2. Seringkala aktifitas yang sama dilaksanakan secara berulang-ulang

3. Masyarakat berpikir bahwa segala sesuatunya tergantung pada
kewenangan dari eksekutif dan legislatif dalam hal ini DPRD

4. Anggapan masyarakat bahwa APBD tidak menyentuh terhadap
kebutuhan masyarakat tertentu.

1.6 Harapan dan Solusi dari Kegiatan Perencanaan
Wilayah

Fenomena kemerosotan dan kerawanan kondisi lingkungan yang
berakibat pada munculnya bencana dan kesemrawutan saat ini sering
dikaitkan dengan tidak dilakukannya pemanfaatan ruang wilayah secara
seimbang. Pemanfaatan ruang dalam bentuk penggunaan lahan lebih sering
dilakukan berdasarkan kepentingan masing-masing dan pertimbangan
keuntungan dalam jangka pendek.

Berbagai isu pemanfaatan lahan yang sering kita jumpai khususnya dalam
perspektif penataan ruang diantaranya adalah:

- Pemanfaatan tidak memperhatikan daya dukung lingkungan

Daya dukung merupakan kunci perwujudan ruang hidup yang nyaman dan
berkelanjutan, daya dukung menyangkut kemampuan lingkungan untuk
mengakomodasi kegiatan dari segi ketersediaan sumber daya alam dan

Bab 1 Pendahuluan | 13



buatan yang dibutuhkan serta kemampuan mentoleransi dampak negatif
yang mungkin ditimbulkan.

- Konversi pemanfaatan lahan yang tidak terkontrol

Berbagai contoh bentuk konversi yang sering terjadi meliputi konversi
lahan berfungsi lindung menjadi budidaya, konversi lahan pertanian
produktif menjadi non pertanian, dan konversi ruang terbuka hijau menjadi
perkotaan.

- Pengaturan pemanfaatan lahan yang tidak efisien

Hal ini mengakibatkan tumpang tindih aktifitas dalam suatu ruang dan antar
ruang yang dapat menimbulkan hal yang kontra produktif.

Hal di atas dalam beberapa kasus disebabkan karena ketidakjelasan mengenai
proses penataan ruang yang dijalankan. Berabagai kritik mengenai kondisi
penataaan ruan saat ini adalah mengenai:

* Rencana Umum Tata Ruang dipandang hanya sebatas dokumen
pembangunan

* Rencana yang tidak membumi dengan kepentingan masyarakat
luas

* Muatan rencana dapat diubah sesuai keinginan pejabat atau pihak
tertentu

* Rencana Tata Ruang terlihat sangat abstrak dan tidak dapat
diimplementasikan secara riil dilapangan.

Upaya-upaya terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan
melalui :

a. Peraturan zonasi (pedoman pengendalian pemanfaatan ruang)
Zonasi disusun berdasarkan rencana detil, dimana rencana detil harus :
* langsung dapat diterapkan

* memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai bagian RTRW

* mendapat legitimasi yang kuat dari pemangku kepentingan sehingga
harus disusun secara partisipatif

b. Perizinan, mungupayakan proses perijinan agar seluruh rencana
pemenfaaatn ruang sesuai dengan rencana tata ruang

c. Insentif dan disinsentif, diarahkan untuk mencegah, membatasi
pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana
tata ruang berupa pengenaan pajak, pembatasan penyediaan infrstruktur,
kompensasi dan pinalti
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Namun tidaklah mudah untuk mencapai keterpaduan antara perencanaan,
pemanfaatan dan pengendalian. Berbagai upaya di semua bagaian harus
dilaksanakan secara bersama-sama dan seimbang. Upaya sinkronisasi
perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian dapat dilakukan melalui;

1. revisi undang-undang penataan ruang

2. penyiapan norma, standar, pedoman dan manual; bidang penataan
ruang

3. pengawasan penyelenggaraan penataan ruang, agar proses pengawasan
bukan hanya mengawasi masyarakat dalam menggunakan ruang tetapi
juga merupakan proses yang harus diawasi oleh masyarakat

4. pembagian kewengan dan penegakan hukum, terkait upaya penindakan
yang lebih tegas

5. hirarki proses berdasarkan level pemerintahan untuk menghindari
tumpang tindih alokasi lahan

Kami akan membahas dua point terakhir dari upaya sinskorinasi tersebut di
atas.

A. Pembagian Kewenangan; Peran Lembaga Pertanahan dalam Penataan
Ruang

Secara historis pembagian dan pengelolaan ruang wilayah diatur dengan
dua kewenangan yaitu yang diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria
(UUPA) No 5 tahun 1960 dan Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang
Kehutanan. Kedua undang-undang tersebut merupakan undang-undang
yang dianggap paling berkaitan dalam hirarki perundangan tanah dan
pengelolaan Sumber Daya Alam.

Dua instansi yang saat ini berkaitan dengan kewenangan ini adalah Badan
Pertanahan Nasional (BPN) dan Departemen Kehutanan.Melalui Keppres
nomor 26 tahun 1988 dibentuklah Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai
suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggung
jawab kepada presiden melalui sekretaris negara yang bertanggungjawab
terhadap semua kewenangan bidang pertanahan yang sebelumnya berada
pada Menteri Dalam Negeri, sedangkan UU No 41 tahun 1999 memberi
kewenangan kepada Departemen Kehutanan untuk menentukan dan
mengelola Kawasan Hutan Indonesia.

Hingga saat ini kewenangan mengenai ruang wilayah seperti pengaturan dan
kewenangan pengurusan hutan seringkali tidak dapat diselesaikan secara
pasti. Hal ini disebabkan karena belum jelasnya batas kewenangan masing-
masing instansi dalam hal ini. Kewenangan ganda inilah yang hingga saat ini
masih diupayakan pendekatan-pendekatan yang lebih jelas.
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Pengaturan penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah diperlukan untuk
terjaminnya tertib dibidang hukum pertanahaan, administrasi pertanahaan,
penggunaan tanah ataupun pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup
sehingga kepastian hukum, agar dalam hal ini dapat terwujud maka
dibentuklah Badan Pertanahan Nasional (BPN).Untuk melaksanakan tugas-
tugas tersebut kemudian BPN membentuk Kantor Wilayah di provinsi dan
kantor Pertanahan di kabupaten/kota.

Otonomi daerah dilaksanakan sejak tahun 1999, yaitu sejak diundangkannya
Undang-Undang Otonomi Nomor 22 tahun 1999, sedangkan implementasi
otonomi baru dimulai secara formal tahun 2001 dengan perubahan struktur
organisasi pemerintahan di daerah. Tahun 2004, Undang-Undang Otonomi
direvisi secara struktural menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.
Perubahan dari UU 22/1999 ke UU 32/2004, merupakan perubahan yang
cukup substansial dimana banyak kewenangan daerah yang dikembalikan ke
pemerintah pusat akibat banyaknya kejadian dilapangan akan hal-hal yang
bertabrakan bahkan bertentangan dengan semangat otonomi UU 22/1999.

Kewenangan di bidang pertanahan juga merupakan salah satu hal yang
sangat diperdebatkan. Beberapa daerah sedang dan telah membentuk
Dinas Pertanahan sebagai pengganti Kantor Pertanahan yang merupakan
kepanjangtanganan dari BPN, bahkan jabatan Kepala Kantor Pertanahan
juga diperdebatkan mengenai pertanggugjawaban dan kewenangan yang
mengangkatnya.

Berdasarkan rapat dengan Tim Keppres tanggal 22 Desember 2000 bahwa
ketua tim yang membawahi Badan Pertanahan Nasional mengatakan bahwa
BPN tetap melaksanakan tugas-tugas berdasarkan Keppres No. 195/2000,
namun demikian dianjurkan untuk meninjau kembali Keppres tersebut
untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 22 tahun 1999, dan peraturan
terbaru mengenai BPN diatur dalam Perpres nomor 10 tahun 2006.

Beberapa contoh Dinas Pertanahan yang telah dibentuk oleh pemerintah
daerah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Pemberian ijin lokasi

2. Penyelenggaran pengadaan tahan untuk kepentingan pembangunan
3. Penyelesaian sengketa tanah garapan
4

Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk
pembangunan

5. Penetapan subyek dan obyek restribusi tanah,serta ganti kerugian tanah
kelebihan dan tanah absentee

6. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat
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7.
8.
9.

Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong
Pemberian ijin membuka tanah

Perencanaan penggunaan tanah Wilayah Kabupaten/Kota

Sedangkan mengacu Peraturan Kepala BPN nomor 4 tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan Pasal
30 dimana Kantor Pertanahan (ditingkat kabupaten) mempunyai fungsi :

1.

10.

11.
12.
13.

penyusunan rencana, program, dan penganggaran dalam rangka
pelaksanaan tugas pertanahan;

pelayanan, perijinan, dan rekomendasi di bidang pertanahan;

pelaksanaan survei, pengukuran, dan pemetaan dasar, pengukuran,
dan pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematik, dan survei
potensi tanah;

pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, dan
penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan
wilayah tertentu;

pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak tanah,
pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah aset pemerintah;

pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah
terlantar dan tanah kritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan
masyarakat;

penanganan konflik, sengketa, dan perkara pertanahan;
pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah;

pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional
(SIMTANAYS);

pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat,
pemerintah dan swasta;

pengkoordinasian penelitian dan pengembangan;
pengkoordinasian pengembangan sumberdaya manusia pertanahan;

pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan
prasarana, perundang-undangan serta pelayanan pertanahan.

Dan di beberapa kabupaten terdapat pula suatu unit yang berkepentingan
dengan masalah pertanahan yaitu Bagian Pertanahan yang berada dibawah
Asisten | Bidang Pemerintahan, dengan sub bagian yang ada meliputi subag
pengadaan tanah, subag penyelesaian sengketa tanah dan subag perencanaan
penggunaan tanah.
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B.  Hirarki Perencanaan Berbasis Keruangan (Penunjukan Kawasan dan
Rencana Tata Ruang)

Perencanaan keruangan secara hirarkis terdiri dari UU No 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang, dan RTRWN yang ditetapkan melalui PP No. 26
tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang terdiri dari
pola ruang dan struktur ruang wilayah nasional, RTRWP yang dibuat oleh
masing-masing propinsi, dan RTRW Kabupaten yang dibuat oleh masing-
masing kabupaten dengan berpedoman pada RTRW Propinsi dan RTRWN.

RTRWN inilah yang memuat pola ruang dan struktur ruang, yang kemudian
harus diterjemahkan menjadi rencana kerja masing-masing departemen
termasuk departemen kehutanan. Semangat UU No 26 tahun 2007
menertibkan kembali perizinan yang salah akibat perencanaan masa lampau,
dilengkapi juga dengan sanksi pidana bagi pengguna ruang dan pejabat yang
mengabaikan aturan.

Dalam perencanaan keruangan dibidang kehutanan dikenal pula Tata Guna
Hutan Kesepakatan (TGHK). TGHK adalah kesepakatan bersama para
pemangku kepentingan di tingkat provinsi untuk menentukan alokasi ruang
kawasan hutan berikut fungsinya yang diwujudkan dengan membubuhkan
tanda tangan diatas peta. Dimana kegiatan ini telah dilakukan semenjak tahun
1980-an pada masing-masing provinsi.

Pembagian Kawasan Hutan Indonesia Menurut TGHK

Penggunaan Hutan Luasan (Juta ha) | % Total

1. Hutan Lindung 33,92 28

2. Hutan Suaka Alam dan Wisata 20,62 17

3. Hutan produksi

- Tetap 35,32 29,2

- Terbatas 23,17 19,1
Hutan Tetap (1+2+3) 113,03 93,3
4. Hutan Produksi yang dapat dikonversi 8,08 6,7
Total Hutan (1+2+3+4) 121,11 100

Proses selanjutnya untuk menjembatani hubungan anataraRTRWP dan TGHK
dilakukan paduserasi. Paduserasi TGHK dan RTRWP adalah harmonisasi
fungsi kawasan hutan dan APL berdasarkan TGHK yang berbeda dengan
fungsi kawasan hutan dan APL menurut RTRWP sehingga diperoleh fungsi
kawasan hutan dan APL yang disepakati bersama.

Proses Penentuan Status Kawasan dilaksanakan berdasarkan TGHK dan
Penunjukan Kawasan (hasil paduserasi TGHK dan RTRWP) ini kemudian
diatur berdasarkan Permenhut. P.50/menhut-11/2009 tentang Penegasan
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Status dan Fungsi Kawasan Hutan, dimana dalam beberapa pasal diatur
mengenai rambu-rambu penyelesaian atas adanya konflik status tanah yang
sedang terjadi.

Penentuan Status Kawasan berdasarkan TGHK dan Penunjukan Kawasan

Kondisi
No | Permenhut Penunjukan Penegasan
50/2009 TGHK Kawasan status
(paduserasi)
1 |Pasal3 APL dengan HGU | Hutan APL
dari pejabat yang
berwenang
2 |Pasal4 APL dengan HGU | Hutan Hutan
tanpa ijin pejabat yang
berwenang
3 Pasal 5 APL dari tukar | Ditunjuk menjadi | APL
menukar kawasan | Hutan
hutan
4 Pasal 6 HPK dengan | Kawasan Hutan | HPK
persetujuan  prinsip | dengan fungsi yg
pelepasan berbeda
5 |Pasal7 HP, HPT dengan|HL,Hutan|HP atau HPT
persetujuan prinsip Konservasi, HPK | (sesuai TGHK)
6 |[Pasal8 HPK,HP, HPT dengan | Hutan Lindung/ | HPK,HP ,HPT
ijin konservasi sesuai TGHK
7 Pasal 9 Kawasan Hutansecara | APL Kawasan
parsial hasil tukar Hutan
menukar kawasan
8 |Pasal 10 HP atau HPT dengan | Kawasan hutan | HP atau HPT
ijin pemanfaatan | dengan  fungsi [ sehingga  ijin
hutan yang berbeda selesai
9 Pasal 11 Kawasan Hutan |Hutan dengan|M engacu
dengan ijin menteri | fungsi yang | TGHK
untuk  penggunaan | berbeda
atau pemanfaatan
10 | Pasal 12 Batas kawasan hutan | Fungsi kawasan|S e s u a i
hutan berbeda penujukan
kawasan hutan
dengan batas
sesusai TGHK
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Sebagai sebuah aturan keruangan yang bertingkat, RTRW sewajarnya
menunjukan konsistensi isi. Hal ini sangat diperlukan untuk memberikan
kemudahan bagi seluruh masyarakat dalam memahami dan menjamin
terselenggaranya upaya penataan ruang secara lebih baik. Urgensi konsistensi
RTRW inidiperkuat puladengandikeluarkannya Peraturan Menteri pekerjaan
Umum Nomor : 11/PRT/M/2009 RTRW tentang pedoman persetujuan
substansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tentang rencana
tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota
beserta rencana rincinya.

Berdasarkan Permen tersebut disebutkan bahwa Persetujuan Substansi
adalah persetujuan yang diberikan oleh menteri yang menyatakan bahwa
materi muatan teknis rancangan peraturan daerah tentang rencana tata
ruang wilayah mengacu pada undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang
penataan ruang, RTRWN serta kebijakan nasional, dan rencana rinci tata
ruang provinsi dan kabupaten/kota telah mengacu pada rencana umum tata
ruang, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dengan
pedoman bidang penataan ruang.

Salah satu misi yang disampaikan dalam UU no 26 tahun 2007 adalah
keterpaduan penataan ruang diberbagai tingkatan. Keterpaduan tersebut
diantaranya memuat kerincian isi rencana pola ruang wilayah. Muatan isi
RTRW disesuaikan dengan skala masing-masing rencana tata ruang. Secara
ideal bahwa RTRWP merupakan pola detil dari RTRWN, demikian pula
RTRWK merupakan pola ruang detil dari RTRWP.

RTRWN merupakan perencanaan makro strategis jangka panjang dengan
rentang waktu hingga 25 tahun ke depan dengan menggunakan skala
ketelitian 1 : 1.000.000. RTRW Pulau pada dasarnya merupakan instrumen
operasionalisasi dari RTRWN. RTRW Provinsi merupakan perencanaan
makro strategis jangka menengah dengan rentang waktu 15 tahun pada skala
ketelitian 1 : 250.000. Demikian juga dengan RTRW Kabupaten dan Kota
merupakan perencanaan mikro operasional jangka menengah (5-10 tahun)
dengan skala ketelitian 1 : 20.000 hingga 100.000, yang kemudian diikuti
dengan rencana-rencana rinci yang bersifat mikro-operasional jangka pendek
dengan skala ketelitian dibawah 1 :5.000.

Secara garis besar RTRW mengatur peruntukan kawasan lindung dan
kawasan budidaya, kemudian kedetilan mengenai masing-masing kawasan
inilah yang disesuaikan dengan masing-masing tingkat (nasional, provinsi,
dan kabupaten). Hal ini agak berbeda isi dengan Penunjukan Kawasan,
dimana Penunjukan Kawasan hanya mengatur alokasi ruang untuk hutan
tetap, hutan produksi dapat di konversi, dan Area Penggunaan Lain (APL).
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Dalam RTRW kawasan lindung dibagi dalam beberapa kawasan sebagai
berikut :

1.

2
3
4.
5
6
7

Hutan lindung

Perlindungan kawasan dibawahnya
Perlindungan setempat

Suaka alam,pelestarian alam, cagar budaya
Rawan bencana alam

Lindung geologi

Lindung lainnya

Dimana mulai dari RTRWN, RTRWP, dan RTRWK memiliki kriteria yang
relatif sama, sedangkan pada kawasan budidaya menunjukan adanya
kedetilan yang berbeda. RTRW Kabupaten/kota sebagai RTRW pada hirarki
terendah memiliki pembagian kawasan yang lebih detil.

Bab 1 Pendahuluan |
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BAB 2

Perencanaan Wilayah Secara Inklusif,
\ - Integratif, dan Informatif

Bab ini membahas :

e Aspek-aspek penting dalam perencanaan wilayah
Perencanaan wilayah secara spasial

Prinsip dasar perencanaan wilayah

Proses perencanaan wilayah

Komponen perencanaan keruangan wilayah rural

Perencanaan wilayah merupakan salah satu bentuk perencanaan
yang secara khusus berkaitan dengan penggunaan dan sumberdaya lahan
termasuk di dalamnya sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan lain-lain.
Pada umumnya perencanaan wilayah bersandar pada prinsip-prinsip dasar
perencanaan yaitu: efisiensi (efficiency), kesesuaian (suitability), keberlanjutan
(sustainability), dan kesetaraan (equity).

Perencanaan wilayah pada dasarnya penting untuk dilakukan karena
adanya keterbatasan lahan. Sumberdaya lahan yang terbatas akan selalu
dihadapkan dengan jumlah penduduk dan kebutuhan akan lahan yang
terus meningkat. Dengan prinsip perencanaan diharapkan dapat mendorong
optimalisasi penggunaan lahan berdasarkan kesesuaian dan kebutuhan dari
multipihak. Perencanaan wilayah adalah pelaksanaan proses pembelajaran
yang diawasi dan dievaluasi secara partisipatif, dengan menggunakan data
yang informatif.
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2.1 Aspek-Aspek Penting dalam Perencanaan
Wilayah

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat ditemukan berbagai aspek yang
patut diperhatikan dan dipenuhi dalam menyusun sebuah perencanaan yang
baik, seperti:

a. Keterkaitan para pihak dalam proses perencanaan

b. Sistem bersusun dan iterasi dalam proses perencanaan
c. Sistem data dan informasi yang berkelanjutan

d. Implementasi: monitoring dan evaluasi

Dua aspek pertama berkaitan dengan proses perencanaan sedangkan
dua aspek terakhir merupakan kondisi yang harus dipenuhi pada saat
sebelum dan sesudah proses perencanaan.

a. Keterkaitan para pihak dalam proses perencanaan

Perencanaan pada umumnya dilakukan hanya melalui proses politis
oleh pemerintah atau melalui proses teknokratis oleh pihak ketiga diluar
pemerintah seperti konsultan. Proses tersebut dilakukan tanpa atau dengan
sedikit sekali partisipasi dari masyarakat dan multipihak. Berbagai pendapat
ahli perencanaan di negara berkembang menyatakan bahwa sebenarnya selain
hasil dari perencanaan, proses itu sendiri pun merupakan suatu produk yang
sangat penting. Kualitas dari sebuah proses yang baik, akan mempengaruhi
tingkat keberhasilan implementasi dari perencanaan maupun dalam mencapai
tujuan pembangunan. Proses yang ideal melibatkan multipihak dalam
menyampaikan aspirasi dan membangun tujuan bersama yang dituangkan
dalam sebuah perencanaan disebut proses perencanaan yang inklusif.

b. Sistem bersusun dan iterasi dalam proses perencanaan

Proses perencanaan wilayah selayaknya dilakukan secara bersusun,
dimana terdapat keterpaduan perencanaan di berbagai tingkatan wilayah.
Hal ini akan menjamin terciptanya informasi yang sinergis dari para
pemangku kepentingan. Dalam kondisi itupun, proses perencanaan harus
dilakukan secara berulang melalui serangkaian proses sosialisasi dan
negosiasi sampai dengan tahap dimana semua informasi telah terintegrasi
dan mencakup kepentingan para pihak, terutama masyarakat lokal. Proses
ini akan melahirkan sebuah perencanaan yang integratif.

c. Sistem data dan informasi yang berkelanjutan

Perencanaan pada dasarnya juga merupakan sebuah proses
pembelajaran dari evaluasi hasil perencanaan dan pengalaman sebelumnya
yang dipadukan dengan informasi terkini sehingga membentuk kesatuan
informasi yang akurat. Proses pembelajaran tersebut akan menghasilkan

26 | Bab 2 Perencanaan Wilayah secara Integratif, Inklusif, dan Informatif



sebuah pola aliran informasi yang berkelanjutan. Namun pada kenyataannya,
perencanaan umumnya tidak didasarkan pada sebuah sistem informasi yang
baik dan berkelanjutan. Kondisi ini tidak baik karena dapat mengakibatkan
munculnya berbagai perencanaan yang hanya didasarkan pada kondisi dan
kepentingan temporal sesaat dan mengabaikan aspek keberlanjutan. Tanpa
didasari informasi yang berkualitas, rencana hanya akan menjadi dokumen
mati yang dibuat untuk sekedar memenuhi persyaratan atau ketentuan yang
ada. Perencanaan yang ideal adalah perencanaan yang berbasis informasi
atau dengan kata lain informatif.

* Implementasi: evaluasi dan pengawasan

Berhasil atau tidaknyasebuah produk perencanaanadalah implementasi
dari rencana itu sendiri. Proses implementasi yang baik akan berupaya untuk
mewujudkan berbagai hal yang dituangkan dalam perencanaan, sehingga
dibutuhkan adanya pengawasan yang dilanjutkan dengan evaluasi untuk
menghasilkan masukan dan perbaikan bagi perencanaan selanjutnya. Dalam
hal ini, ketidakterlibatan masyarakat lokal, lemahnya penegak hukum,
rendahnya kualitas sumber daya manusia, korupsi, dan lain sebagainya
merupakan kendala yang terbesar. Sistem monitoring dan evaluasi perlu
dilakukan oleh semua pihak terkait dengan didasarkan kejujuran dan
integritas. Hal initentunyaakan menhasilkan sebuah prosesimplementasiyang
efektif dan efisien Proses perencanaan yang ditunjang dengan evaluasi dan
pengawasan, akan melahirkan sebuah perencanaan yang implementatif.
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Gambar 2.1 Aspek-aspek yang diperlukan dalam menyusun perencanaan
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2.2 Perencanaan Wilayah secara Spasial

Wilayah merupakan sebuah entitas yang multitafsir. Wilayah dapat
berupa sebuah area yang berada dalam kesatuan administratif atau tataran
politik tertentu (misalnya desa, kecamatan, propinsi, dan negara) atau sebuah
area yang memiliki kesamaan ciri alami tertentu (topografi, ekosistem, iklim,
dan lain-lain). Apapun sudut pandang yang digunakan, wilayah dicirikan
oleh adanya aspek keruangan atau spasial. Oleh karena itu, sudah selayaknya
sebuah perencanaan wilayah dilakukan secara spasial. Beberapa alasan yang
melatarbelakangi pentingnya perencanaan wilayah secara spasial antara
lain:

- Adanya variasi dan perbedaan kepentingan, batasan, permintaan,
penyediaan, dan faktor-faktor pendukung di antara para pihak

- Adanya faktor multi-skala

- Ada faktor ekonomi berskala

- Adanya trade-offs antara pembangunan dan lingkungan

- Berfungsi sebagai investasi publik

- Menjembatani korelasi spasial antara faktor infrastruktur, biofisik, aktor/
pendorong, serta hubungan antara para pihak

Perencanaan wilayah secara spasial memiliki potensi untuk
menjembatani berbagai kepentingan, misalnya kepentingan konservasi dan
pembangunan. Dalam implementasinya, perencanaan wilayah secara spasial
berperan sebagai:

- Alat untuk melakukan proses negosiasi secara vertikal maupun horizontal
pada para pihak yang relevan, dalam hal ini secara tidak langsung proses
tersebut akan memacu pengembangan kapasitas para pihak terkait

- Alat integrasi antar sektor

- Komponen yang baik untuk memfasilitasi arus informasi dalam proses
pengambilan keputusan

- Alat bantu implementasi, proses pengawasan dan evaluasi

Sekalipun demikian perencanan wilayah secara spasial bukanlah hal
mudah untuk diterapkan. Beberapa kesulitan yang umum ditemui dalam
proses perencanaan secara spasial antara lain; (Counsell et al, 2006)

- Sulitnya membangun koordinasi.

- Terbatasnya waktu dan biaya yang tersedia

- Rendahnya kapasitas dan dukungan sumber daya manusia

-  Belum tersedianya dasar hukum dan komponen kebijakan yang

memadai

Perencanaan pembangunan dan perencanaan keruangan suatu wilayah
pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Proses pembangunan dengan cara apapun akan dihadapkan pada kenyataan

28 | Bab 2 Perencanaan Wilayah secara Integratif, Inklusif, dan Informatif



bahwa luas lahan yang tersedia adalah tetap dan tidak akan pernah bertambah.
Hal ini cepat atau lambat akan memberikan tekanan terhadap fungsi lahan
yang berujung pada kompetisi kepentingan antar pengguna. Berdasarkan hal
ini, ide pemanfaatan lahan multifungsi sangat penting untuk diperhitungkan
dalam perencanaan tata guna lahan. Konsep penggunaan lahan multifungsi
hanya dapat dibangun berdasarkan perencanaan pembangunan yang
bersinergi dengan perencanaan keruangan.

2.3 Prinsip Dasar Perencanaan Wilayah secara
Spasial

Banyak sekali prnsip perencanaan yang dapat kita gunakan. salah satu
prinsip perencanaan yang disarankan oleh Dalal-Clayton et al., (2003) adalah
sebagai berikut:

1. Perencanaan selayaknya tidak dilakukan secara ekslusif oleh para
profesional, yang berada jauh dari area yang akan direncanakan.
Perencanaan sudah seharusnya ditempatkan pada area publik dimana
semua pihak memiliki akses akan informasi dan kontribusi. Untuk
mencapai kesuksesan, sebuah rencana perlu dikembangkan dalam proses
kemitraan dengan semua pihak yang memiliki kepentingan yang sah,
terutama dalam hal ini adalah penduduk di daerah tersebut atau pihak
mana saja yang kehidupannya tergantung pada daerah tersebut. Pihak-
pihak ini harus diidentifikasi terlebih dahulu, dimana kemudian dibangun
sebuah mekanisme untuk melibatkan mereka dalam proses perencanaan.

2. Harus diakui akan adanya pertentangan kepentingan para pihak dalam
pembangunan. Dalam sebuah wilayah terdapat berbagai pihak yang
memiliki perbedaan kepentingan. Sebagai contoh, kepentingan petani
akan sangat berbeda dengan kepentingan pengusaha. Kegagalan dalam
mengakomodir berbagai kepentingan dalam sebuah wilayah hanya akan
mengakibatkan kegagalan dan inefisiensi pelaksanaan pembangunan.

3. Harus memfasilitasi masalah-masalah sosial. Terutama dalam hal ini
kepemilikan atas lahan, akses ke sumberdaya tertentu, dan juga masalah-
masalah fisik dan lingkungan.

4. Sampai tahap yang masih dimungkinkan, harus diupayakan untuk
mendapatkan konsensus. Hal ini akan sangat penting artinya karena akan
mendasari komitmen bersama untuk melaksanakan isi dari perencanaan
yang telah disusun. Dalam hal ini, perhatian lebih harus diberikan pada
kelompok marginal dan minoritas.

5. Membangun konsensus dan negosisasi positif membutuhkan akses
terhadap sumber informasi, masalah, dan solusi. Hal-hal ini terbangun
dari sistem pengetahuan lokal, penggunaan lahan, dan perencanaan yang
mempertahankan keragaman dan fleksibilitas. Kesetaraan akses terhadap
aspek-aspek tersebut antara pihak-pihak yang berkepentingan akan
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memudahkan jalan menuju terciptanya konsensus sosial yang positif.
Sumber daya publik seperti air, tanah, padang rumput, hutan dan
keanekaragaman hayati memiliki nilai ekonomi tinggi dan tidak
tergantikan pada tahapan tertentu. Hal ini seringkali luput dari perhatian.
Demi memacu pemasukan bagi daerah, eksploitasi sumber daya secara
berlebihanseringkalidilakukanhinggaberakibatfatal.Sistempenghitungan
untuk melihat penurunan nilai sumber daya alam dan mekanisme untuk
menjamin keberlanjutannya menjadi sangat diperlukan.

Hal-hal tersebut harus dibangun dengan dukungan institusi lokal yang
dapat mengelola dan menjaga sumber daya publik.

Perencanaan yang inklusif, informatif, integratif, dan implementatif

dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Panduan umum mengenai
tahapan perencanaan keruangan dan pengelolaannyaadalah sebagai berikut
(Dale et al., 2000):

1.
2.

3.
4,

Mempelajari pengaruh keputusan lokal dalam konteks regional
Rencanakan untuk jangka panjang dan perkirakan hal-hal yang tidak
diharapkan.
Jaga elemen lahan yang langka serta spesies yang terkait dengannya
Hindari penggunaan lahan yang mengganggu bentang lahan dalam
lingkup yang luas.
Pertahankan keterkaitan dan keterhubungan pada area yang menyimpan
habitat kritis.
Perkecil kemungkinan masuk dan menyebarnya spesies non-lokal
Hindari atau berikan kompensasi untuk dampak ekologi yang timbul
akibat pembangunan.
Implementasikan tata guna dan tata letak yang cocok dengan potensi
alami di daerah tersebut.

Apabila dilihat dari sudut pandang masyarakat internasional, berbagai

hal yang menyangkut perencanaan wilayah dapat disimpulkan sebagai
berikut

1.

2.

Fokus global terhadap paradigmayang berkesinambungan mempengaruhi
teori perencanaan untuk bersinergi dalam berbagai tingkatan.

Adanya perhatian khusus terhadap perencanaan spasial di skala bentang
lahan yang luas terkait dengan diakuinya teori-teori dalam Ilandscape
ecology.

Dalam paradigma berkesinambungan, perencanaan sektoral lambat
laun digantikan dengan perencanaan multisektoral, yang secara eksplisit
mengakui keterkaitan antara tujuan sumber daya abiotik, biotik, dan

budaya.

Skala dan kompleksitas perencanaan multisektoral menuntun perlunya
pendekatan antar bidang keahlian dalam pemecahan masalah, dan
sekaligus melibatkan warga yang terpengaruh rencana tersebut dalam
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kegiatan-kegiatan yang bermakna.

5. Dalam perencanaan diperlukan pengembangan sebuah pendekatan
adaptif, dimana rencana dibangun dengan pengetahuan terbaik yang
dimiliki, pengakuan eksplisit terhadap ketidakpastian, diikuti dengan
avaluasi ulang dan pemantauan rencana untuk dapat melengkapi siklus,
dan untuk proses pembelajaran dari siklus tersebut.

2.4 Proses Perencanaan Wilayah

Perencanaan yang baik selayaknya disusun berdasarkan pertimbangan
rasional dengan tujuan untuk mencapai sebuah cita-cita atau tujuan bersama.
Sedapat mungkin haruslah dihindari perencaan wilayah dengan berdasarkan
kecenderungan, kepentingan sesaat, atau kepentingan beberapa pihak
semata. Perencanaan wilayah haruslah berupa sebuah harmonisasi antara
tujuan perencanaan pembangunan dan perencanaan keruangan dalam rangka
mencapai tujuan bersama.

Di beberapa negara berkembang seperti Indonesia, perencanaan
pembangunan cenderung disusun secara terpisah dengan perencanaan
keruangan. Gambar 2.2 memberikan ilustrasi mengenai kecilnya integrasi
antara perencanaan pembangunan dan perencanaan keruangan di dalam
maupun antar tingkatan pemerintahan. Mengingat di banyak negara
berkembang kebanyakan masyarakat tinggal di daerah pedesaan yang
dicirikan dengan penghidupan yang tergantung pada penggunaaan lahan
dan sumber daya alam, dimana wilayah pemukiman umumnya menyebar
dengan infrastruktur terbatas, sangatlah penting untuk mengintegrasikan
perencanaan tata guna lahan dan perencanaan pembangunan. Disamping
itu, dibutuhkan juga pengaturan sumber daya yang baik antar tingkat
pemerintahan: nasional, kabupaten, dan desa.
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Gambar 2.2 Cakupan dan keterkaitan antara perencanaan tata guna lahan
dan perencanaan pembangunan

Bab 2 Perencanaan Wilayah secara Integratif, Inklusif, dan Informatif | 31



Dari penjelasan diatas, dua masalah utama yang dalam perencanaan
wilayah di negara berkembang adalah:

1. Kurangnya integrasi antara perencanaan pembangunan dan
perencanaan keruangan. Hal ini menyebabkan banyaknya kebijakan
yang tidak tepat karena tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga
tidak jarang menghasilkan konflik antara beberapa kepentingan dan
pihak. Keadaan ini juga menghasilkan perencanaan yang tidak efisien
karena tidak adanya sinkronisasi antara berbagai faktor pendukung
dari suatu program pembagunan. Selain itu, prinsip agregasi yang
menurunkan biaya per-unit investasi jug tidak diperhitungkan. Hal ini
mengakibatkan rendahnya efisiensi pembangunan. Berbagai program
cenderung dilakukan secara ekstensif dan bersifat ekstraktif sehingga
menimbulkan potensi kerusakan lingkungan.

2. Kurangnya koordinasi perencanaan keruangan antar tingkat
pemerintahan. Hal ini sangat berbahaya karena pada jangka panjang akan
menyebabkan tumpang tindih dan kesulitan dalam penegakan hukum,
memicu terjadinya konflik, terpojoknya masyarakat lokal. Efek berantai
dari kondisi ini antara lain terjadinya kerusakan lingkungan hidup, tidak
berfungsinya kawasan lindung , dan sebagainya.
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Gambar 2.3 Rekomendasi hubungan dan keterkaitan antara perencanaan
tata guna lahan dan perencanaan pembangunan pada berbagai tingkat
pemerintahan di Indonesia

Gambar 2.3 memperlihatkan wilayah integrasi yang lebih besar
antara kedua proses perencanaan pembagunan dan keruangan. Walaupun
demikian, tetap ada bagian yang tidak dapat diintegrasikan. Sebagai contoh,
walaupun dilakukan alokasi fungsi ekologi dalam perencanaan keruangan
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dan pembangunan secara keseluruhan tidak seluruh fungsi ekologi berkaitan
dengan pembangunan. Area non-integratif dalam bagan 2.3 diperlukan untuk
mengakomodasi situasi dan kondisi lokal maupun memberikan ruang bagi
tingkat di atasnya untuk berperan sebagai koordinator. Buku ini menguraikan
berbagai tahapan dan proses analisa yang dibutuhkan untuk melakukan
perencanaan keruangan di berbagai tingkatan dan sebagian integrasinya
dengan perencanaan pembangunan. Perencanaan tata guna lahan yang
mencakup wilayah dalam penjelasan tersebut dapat diperlihatkan oleh kotak
biru dalam gambar 2.3.

Langkah-langkah dalam proses perencanaan wilayah diperlihatkan oleh
gambar 2.4. Langkah-langkah tersebut (Dalal-Clayton et al 2003) adalah:

1. Membangun kemitraan: para pihak yang memiliki kepentingan yang
beragam, dinamika interaksi.

2. Menetapkan tujuan dan peraturan dasar: dari tingkat lokal hingga
nasional; peraturan mengenai pengambilan keputusan tentang lokasi,
luas, dan perbatasan daerah perencanaan; cakupan dan jenjang waktu
rencana; tanggung jawab masing-masing mitra dalam hal dana, tenaga
kerja dan fasilitas. Hal-hal yang dibutuhkan adalah data dan informasi
yang akurat, akses terhadap data dan informasi, dan keahlian untuk
mengolah dan menginterpretasi data dan informasi tersebut.

3. Menyusun kerangka kerja, daftar tugas, tenaga, dan sumber yang

diperlukan.

Mengidentifikasi permasalahan dan kesempatan

5. Menemukan alternatif pilihan yaitu: pilihan yang tidak berbasiskan
lahan seperti pembuatan sumur baru, program pendidikan, dan
pengimplentasian sistem penggunaan lahan baru. Dari segi evaluasi
lahan yang sering dilakukan, identifikasi dan definisi jenis penggunaan
lahan yang menjanjikan juga termasuk dalam langkah ini.

6. Mengevaluasi kesesuaian lahan: membandingkan apa yang diperlukan
oleh jenis penggunaan lahan yang menjanjikan dengan apa yang bisa
ditawarkan oleh lahan yang tersedia.

7. Menafsir dan menilai jalan alternatif dari segi ekonomi, lingkungan,
maupun sosial. Di masa lalu yang ditanyakan hanya apakah jalan tersebut
menguntungkan secara ekonomis.

8. Ambilah pilihan yang terbaik berdasarkan skenario yang ada lalu
kembalikan ke tangan para pengambil keputusan.

9. Siapkan rencana penggunaan lahan: utarakan keputusan dan dasar
daripada keputusan-keputusan yang telah diambil, bagaimana keputusan
tersebut akan dilaksanakan, dan apabila diperlukan dana, berapa besar
dana yang dibutuhkan.

10. Laksanakan rencana tersebut: sebagian besar kegagalan terjadi dalam
tahap implementasi yang disebabkan karena kurangnya dukungan.

11. Memantau dan merevisi: susunan prosedur undang-undang untuk

>
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memastikan bahwa danadialokasikan sesuai degan rencana dan pekerjaan
diselesaikan pada standar yang telah ditentukan. Perlu juga dipastikan
bahwa tujuan-tujuan dari rencana tercapai, sebagai contoh: identifikasi
adanya degradasi lahan, perbaikan dalam kualitas dan ketersediaan air,
dan pelestarian keanekaragaman hayati. Informasi mengenai indikator
sumber daya alam harus dikumpulkan dan dikembalikan ke dalam

sistem perencanaan.

s
== =
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Gambar 2.4 Langkah-langkah dalam melakukan proses perencanaan
wilayah

2.5 Komponen Perencanaan Keruangan Wilayah
Rural

Tiga komponen utama dalam perencanaan keruangan wilayah rural
adalah: pengaturan, jasa lingkungan, dan pembangunan. Gambar 2.5
menggambarkan hubungan antara ketiga komponen tersebut. Komponen
pengaturan melihat permasalahan dari sudut pandang kebijakan, jasa
lingkungan dari sudut pandang ilmiah, dan pembangunan darisudut pandang
masyarakat lokal, pemerintah maupun sektor swasta. Dalam hal perencanaan
keruangan, komponen pengaturan berperan dalam hal memfasilitasi dan
mengoptimalisasi berbagai kepentingan dan berbagai tingkat pemerintahan
untuk mencapai tujuan akhir yaitu pembangunan yang berkelanjutan.
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Gambar 2.5 Hubungan tiga komponen utama dalam perencanaan
keruangan wilayah rural

Permasalahan utama dalam perencanaan keruangan umumnya
berkisar pada topik penggunaan lahan yang terdiri dari berbagai aspek dan
kepentingan yang terkadang saling bertentangan. Berbagai kepentingan yang
ada dapat digolongkan kedalam tiga kelompok yaitu:

1. Kebutuhan masyarakat global, nasional, ataupun regional akan jasa
lingkungan hidup seperti kelestarian air, tanah, kenekaragaman hayati,
pencegahan perubahan iklim global akibat emisi karbon, keindahan
bentang lahan, dan sebagainya. Hal ini diperlukan untuk menjamin
pembangunan berkesinambungan pada tingkat global, nasional, dan
regional (komponen jasa lingkungan)
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2. Kebutuhan masyarakat lokal akan lahan untuk bercocok tanam baik
untuk mencukupi kebutuhan pangan mereka maupun mendapatkan
penghasilan dan juga untuk pemukiman dan sarana untuk melakukan
kegiatan sosial dan budaya. Hal ini diperlukan untuk menjamin
pembangunan berkesinambungan (komponen penghidupan masyarakat)
pada tingkat lokal.

3. Kebutuhan berbagai tingkat pemerintahan untuk mendapatkan
penghasilan melalui pemanfaatan lahan, termasuk pengambilan material
di atas maupun di bawah permukaan tanah. Kebutuhan ini bisa dipenuhi
baik melalui badan umum milik negara ataupun pemberian konsesi
kepada investor. Dalam pengoperasiannya di lapang, pihak-pihak yang
bersangkutan akan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat
lokal.

Kesejahteraan masyarakat lokal sudah seharusnya merupakan tujuan
utama program pembangunan pemerintah sekaligus menjadi kunci utama
suksesnya implementasi suatu perencanaan. Berpijak pada hal tersebut,
kepentingan kedua dan ketiga dalam penjelasan diatas ditempatkan dalam
komponen penghidupan masyarakat. Pendapatan pemerintah sangat
penting dalam pembangunan karena dari sanalah pemerintah bisa berperan
dalam menyediakan sarana-sarana pendukung, seperti jalan, pasar, pabrik,
dan lain-lain, dimana untuk wilayah rural, hal ini sangat penting untuk
disinkronisasikan dengan perencanaan tata guna lahan. Faktor-faktor
pendukung juga dimasukkan ke dalam komponen penghidupan masyarakat
untuk menyederhanakan kerangka kerja.

Komponen pengaturan disini mencakup pihak yang lebih luas dari
pemerintah yang terdiri dari:

1. Tingkat lokal (masyarakat), yang dicirikan oleh terbatasnya mandat
dalam merencanakan pembangunan sehingga kapasitas dan pengalaman
sangat terbatas.

2. Tingkat pemerintah daerah (kabupaten) memiliki fungsi utama sebagai
penyedia layanan publik, perencanaan infrastruktur dan layanan secara
strategis, pengalokasian sumberdaya lokal menurut perundangan,
pemantauan dan penegakan aturan-aturan penggunaan sumber daya
alam, dan koordinasi rencana-rencana pembangunan lokal.

3. Tingkat regional (seperti: propinsi) memiliki fungsi utama membangun
fasilitas untuk kabupaten, memberikan dukungan teknis pada
kabupaten, memberlakukan sistem audit terhadap kinerja pemerintah
lokal, dan membangun koordinasi rencana-rencana pembangunan antar
kabupaten serta pengembangan kesempatan-kesempatan strategis di
tingkat propinsi.

4. Tingkat nasional memiliki fungsi utama penyedia layanan tingkat tinggi
melalui kementrian, perbaikan alur informasi dan penyederhanaan
birokrasi,perbaikan dalam proses pengambilan keputusan, pengambilan
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pendekatan strategis terhadap pembangunan, dan memberikan

kesempatan dimana inisiatif dan dukungan dapat saling berdampak.
Secara keseluruhan berbagai tingkatan tersebut memberikan dukungan
institusional terhadap negara melalui:

1. Tersedianya landasan dalam mengambil keputusan pada tingkat desa
dan kabupaten dimana para pihak dapat bertemu dan secara adil
merundingkan sasaran-sasaran pembangunan dan pengalokasian
sumber daya

2. Tersedianya jasa-jasa yang tanggap dan efektif di tingkat kabupaten

3. Kerjasama dan koordinasi antar kabupaten dan penyediaan tenaga-
tenaga ahli di tingkat propinsi

4. Tujuan dan distribusi ulang sumber daya yang strategis di tingkat
nasional

Komponen jasa lingkungan berperan dalam hal pengalokasian wilayah-
wilayah untuk fungsi ekologi maupun fungsi campuran antara ekologi dan
ekonomi berdasarkan prinsip ilmiah. Oleh karena skala fungsi ini biasanya
lebih besar dan tidak mengikuti batas administrasi pemerintahan lokal,
sehingga dalam hal ini diperlukan koordinasi di tingkat pemerintahan yang
lebih tinggi.

Berdasarkan kecenderungan terkini di masyarakat internasional,
diperlukan hubungan yang erat antara masyarakat global, nasional dan
regional terhadap kesejahteraan masyarakat lokal melalui mekanisme imbal
jasa lingkungan (RES-reward for environmental service). Salah satu contoh
terkini mengenai RES adalah penerapan skema REDD (Reducing Emission
from Deforestation and Degradation) sebagai salah satu bentuk imbal jasa
lingkungan terhadap upaya mitigasi perubahan iklim. Buku ini tidak akan
membahas lebih mendalam mengenai PES, melainkan hanya memberikan
perspektif adanya peluang masyarakat lokal untuk mendapatkan keuntungan
dari masyarakat global, nasional maupun regional melalui mekanisme ini.

Komponen penghidupan masyarakat menggali potensi, permasalahan
dan kebutuhan masyarakat lokal dalam memperoleh penghidupan yang layak
dan berkelanjutan sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masing-masing.
Bagi masyarakat rural, lahan merupakan sumber daya utama, disamping
faktor-faktor pendukung lain seperti sarana fasilitas layanan umum (sekolah
dan rumah sakit) dan fasilitas layanan ekonomi (jalan dan pasar).

Dalam prakteknya, ketiga komponen tersebut tidak dipisahkan secara
kronologis dalam hal proses karena skala dan siklus perencanaan yang
berbeda. Penting untuk ditekankan disini adalah interaksi antara ketiganya
dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Keterkaitan antar
komponen didasarkan pada framework ini, dengan lebih lanjut memisahkan
elemennya menjadi empat bagian: lahan, jasa lingkungan, masyarakat, dan
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faktor pendukung pembangunan. Tahapan analisa dan studi kasus yang akan
dipaparkan dalam bagian terakhir buku ini akan mengacu kepada framework
ini.
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BAB 3

k Informatif: Urgensi Data Spasial untuk
Perencanaan Wilayah

Bab ini membahas :
¢ Mengelola atribut data spasial untuk analisis wilayah
* Map calculator dan eksplorasi, ekstraksi, klasifikasi

* Fungsi tumpang susun (overlay) untuk integrasi data spasial

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, proses perencanaan
wilayah dilakukan dalam beberapa tahapan dengan berbasis informasi yang
sesuai dan dapat diakses semua pihak. Dalam bab ini dan bab selanjutnya,
akan dijelaskan mengenai berbagai metode analisa spasial yang berkaitan
dengan proses perencanaan wilayah. Gambar 3.1 memperlihatkan bagian
dari proses dalam perencanaan wilayah yang membutuhkan basis informasi
spasial. Secara umum, rangkaian analisa spasial untuk perencanaan wilayah
dapat dibagi dalam tiga tahap yaitu:

1. Proses pembangunan basis data. Tahapan ini dimaksudkan untuk
membangun kumpulan data spasial yang relevan, terkini, dan berkualitas.
Proses ini secara rinci telah dijelaskan dalam buku 1 “Sistem informasi
geografis dan penginderaan jarak jauh.”

39



2. Proses analisa spasial. Proses ini dilakukan untuk mengubah data spasial
menjadi informasi spasial yang bermakna dan dapat digunakan sebagai
dasar dalam melakukan evaluasi kesesuaian, membangun alternatif, dan
menentukan pilihan. Proses ini akan dijelaskan secara rinci dalam bab-
bab selanjutnya

3. Estimasi dan prediksi. Tahapan ini dilakukan dengan dasar berbagai
informasi spasial yang dihasilkan dalam tahap analisa. Tahapan ini
akan sangat penting dalam memperkirakan berbagai permasalahan
dan konsekuensi dari pilihan yang diambil. Bagian akhir dari buku
ini menyajikan beberapa contoh kasus estimasi dan prediksi untuk
perencanaan wilayah.
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Gambar 3.1. Langkah-langkah dalam proses perencanaan wilayah

Metode analisa spasial secara umum saat ini telah berkembang dengan
sangat pesat seiring dengan perkembangan teknologi sistem informasi
geografis. Banyak sekali metode analisa spasial yang dapat digunakan dalam
proses perencanaan wilayah. Dalam buku ini penulis menyajikan beberapa
teknik dan metode analisa spasial dasar yang dapat digunakan sebagai basis
dalam melakukan proses perencanaan. Teknik dan metode tersebut secara
umum terbagi menjadi beberapa bagian:
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1. Pengolahan atribut data spasial
Atribut merupakan bagian penting dari data spasial dalam sistem
informasi geografis. Dalam atribut tersimpan informasi spasial dan
non-spasial yang berguna dalam menyediakan informasi mengenai
sebuah objek. Pada bagian ini akan dijekaskan teknik-teknik pembuatan,
pengelolaan, modifikasi, dan pemodelan sederhana dengan menggunakan
data atribut.

2. Ekplorasi, ekstraksi dan klasifikasi
Kemampuan sebenarnya dari data spasial akan terlihat dalam proses
penyajian informasi yang diinginkan secara cepat, tepat, dan akurat.
Bagian ini akan menguraikan beberapa teknik yang dapat digunakan
untuk menarik informasi dari kumpulan data spasial.

3. Overlay (tumpang susun)
Dalam banyak kasus, informasi yang diinginkan hanya dapat diperoleh
melalui pemaduan beberapa data spasial menggunakan kriteria tertentu.
Bagian ini akan membahas secara rinci mengenai berbagai operasi overlay
yang penting dalam proses analisa spasial.

4. Ketetanggaan, jarak, dan keterkaitan
Fungsi ketetanggaan dan keterkaitan sangat penting artinya dalam
menjawab berbagai permasalahan yang berkaitan dengan interaksi spasial
antar objek di permukaan bumi. Dari proses ini dapat diperoleh informasi
mengenai jaringan, alur, dan keterkaitan antar unit-unit perencanaan
yang dianalisa.

Seluruh teknik dan analisa spasial di atas akan diuraikan dengan
menggunakan prosedur kerja pada perangkat lunak ILWIS open source.
Teknik ini merupakan lanjutan pembahasan dari penyajian yang diberikan
pada buku 1 dan juga berguna untuk aplikasi selain perencanaan keruangan.
Bahan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan ILWIS user manual, oleh
karena itu tidak secara komprehensif mencakup semua informasi yang ada
pada ILWIS user manual.

3.1 Mengelola Atribut Data Spasial Untuk Analisis
Wilayah

Dalam bagian ini dan beberapa bagian berikutnya akan dibahas
mengenai teknik-teknik dasar untuk analisa data spasial, terutama yang
berkaitan dengan perencanaan keruangan bagi tata guna lahan maupun
pembangunan. Setiap data spasial dalam Sistem Informasi Geografis (SIG)
memiliki keterkaitan dengan data non-spasial yang juga disebut atribut.
Data atribut menyimpan informasi mengenai data spasial. Data atribut pada
umumnya mempunyai format tabular. Pengolahan data tabular merupakan
salah satu teknik dasar SIG yang amat penting. Dalam bab ini kita akan
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membahas berbagai teknik memanipulasi tabel meliputi cara membuat tabel,
menampilkan tabel, mengeksplorasi dan mengerjakan beberapa operasi pada
tabel, mengklasifikasikan data, mengagregasi data, menggabungkan tabel,
serta menampilkan data tabel secara spasial.

Di dalam ILWIS, data spasial dan atributnya terhubung melalui sebuah
domain yang sama, dalam hal ini hanya ada dua pilihan, yaitu domain
Class atau domain ID. Domain lain (value, string, atau boolean) tidak dapat
digunakan pada tabel, akan tetapi setiap kolom pada tabel di ILWIS boleh
memiliki domain yang berbeda-beda sebagaimana ditunjukkan oleh ilustrasi
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Gambar 3.2. Keterkaitan antara data spasial dan atribut beserta domainnya

3.1.1 Membuat tabel atribut

Tabel atribut untuk data spasial dapat diperoleh dengan dengan tiga
cara yaitu: (i)membuat tabel baru di ILWIS dan mengisi data secara manual,
(i)menggunakan fungsi copy/paste untuk membuat duplikat tabel dari sumber
data lain misalnya .xls atau .dbf, atau (iii)mengkonversi (import) tabel dari
format tertentu ke dalam format ILWIS. Pada bagian berikut akan dijelaskan
langkah-langkah pembuatan tabel baru di ILWIS dan mengkonversi tabel
dari format lain menjadi format ILWIS.

3.1.2 Membuat tabel baru

Pada bagian berikut akan dijelaskan langkah-langkah pembuatan tabel
secara manual dengan menggunakan ILWIS. Sebagai contoh, Tabel 4.1. berikut
ini akan dibuat dalam format ILWIS.
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Tabel 3.1. Jumlah desa dan populasi di tingkat kecamatan Kabupaten Aceh
Barat Tahun 2002

1 KECAMATAN JUMLAH-DESA POPULASIOZ
1 Arongan Lambalkek 26 FEIE]
2 Bubon 17 5663
3 Johan Pahlawan 17 439
4 Kaway XV 61 21030
5 Meurnmubo 23 10936
& Pantai Ceurvumen 25 OR38
7 Samatiya 32 14599
B Sungai Mas, 18 4588
9 Wayla 43 12355
10 Waoyla Barat 24 11191
1 Waoyla Tienur 26 T

Langkah-langkah untuk membuat tabel tersebut kedalam format ILWIS
adalah sebagai berikut:
1. Padajendelautama ILWIS, klik File > Create > Table maka akan tampil
menu seperti di bawah ini:
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Gambar 3.3. Jendela Pembuatan Tabel

2. Jendela Create Table akan terbuka. Berikan nama tabel Penduduk
kecamatan pada kolom Table Name. Berikan catatan singkat pada
kolom Description. Perhatikan bahwa kolom domain masih tercantum
domain none.

3. Klik tombol A untuk membuat domain baru.
4. Jendela Create Domain sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar
di bawah ini akan terbuka. Berikan nama Penduduk_kecamatan pada
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kolom Domain Name. Pilih tipe domain Identifier dan isikan jumlah
11 pada kolom Nr of items. Angka 11 merupakan jumlah data yang akan
dimasukkan pada table ini. Masukkan angka lebar kolom pada kolom
Width dan berikan deskripsi singkat pada kolom Description. Klik OK
pada jendela ini. Pada jendela Create Table masukkan 11 untuk kolom
Records. Angka ini menunjukkan jumlah data yang akan tercantum
pada tabel dan kilik OK.
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Gambar 3.4. Jendela Pembuatan Tabel dan Domain

Jendela tabel seperti di bawah ini akan terbuka. Perhatikan bahwa jumlah
data yang ditunjukkan oleh kolom tabel paling kiri dengan id nr 1, nr 2,
dan seterusnya. Langkah berikutnya adalah membuat kolom-kolom yang
dibutuhkan. Klik Columns > Add columns untuk membuat kolom

baru.
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Gambar 3.5. Tabel Penduduk Kecamatan dan Penambahan Kolom

Dhaymatiin

Jendela Add Column akan terbuka. Kolom pertama yang dibutuhkan
adalah kolom Kecamatan, berikan nama tersebut pada Column Name.
Nama kecamatan adalah data dengan domain string, pilih STRING pada
kolom Domain, berikan deskripsi singkat pada kolom Description,
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dan klik OK. Kolom baru dengan nama Kecamatan akan muncul. Isikan
data pada kolom tersebut dengan nama-nama kecamatan. Dengan
langkah yang sama, buat dua kolom baru dengan nama Jumlah-Desa
dan Populasi02, dan masukkan data-data yang diperlukan dalam kolom

tersebut.
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Gambar 3.6. Menambahkan data pada tabel yang baru dibuat

3.1.3 Mengkonversi (import) data tabular dari format lain
Salah satu cara untuk membuat tabel dengan format ILWIS adalah
mengkonversi tabel dari format lain. Proses ini merupakan proses yang paling
cepat dan mudah. Sebagai contoh, kita akan mengimport tabel yang berasal
dari format .dbf ke dalam ILWIS. Langkah-langkah yang diambil adalah:
1. Klik File > Import > Table untuk mengkonversi tabel. Jendela Import
Table Wizard sebagaimana yang ditunjukkan berikut ini akan terbuka.
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Gambar 3.7. Jendela import table

2. Tabel yang akan dikonversi pada latihan ini adalah tabel Potensi Desa
(PODES) Aceh Barat dalam format .dbf . Pilih file summary06_revised.dbf
dan klik Next.
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Gambar 3.8. a) Memilih tabel yang akan dikonversi; b) Jendela konversi
tabel untuk mengubah detail kolom

3. Pada jendela Select Table Format, pilih Dbase DBF sebagai format
tabel yang akan dikonversi. Kemudian klik Next. Jendela berikutnya
pada urutan Import Table Wizard adalah Edit Column Details. Pada

jendela ini akan ditampilkan daftar kolom yang terdapat dalam tabel
summary06_revised.dbf. Perhatikan informasi pada masing-masing

kolom. Jika diperlukan, ubah nama domain pada kolom Domain Name.
Untuk tahap ini, biarkan semuanya tanpa perubahan kemudian klik
Next. Beri nama desa_podes_06 pada jendela berikutnya kemudian klik
Finish. Tabel yang sudah dikonversi akan tampil pada jendela utama

ILWIS.
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3.1.4 Menampilkan tabel
Untuk menampilkan data tabel ILWIS (dengan ekstensi .tbt), ikuti

langkah-lahkah berikut ini:

1. Aktifkan simbol tabel mj pada jendela utama ILWIS. Buka folder ‘data’,
dan klik kanan tabel desa_podes03, pilih Open. Tabel dapat juga dibuka
dengan klik ganda pada file tersebut sehingga akan tampil seperti pada
gambar di bawah ini:
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Gambar 3.9. Jendela untuk membuka tabel .tbt

2. Klik menu File > Properties. Jendela Table Properties akan terbuka.
Perhatikan bahwa tabel tersebut memiliki domain identifier (ID) dengan
jumlah kolom sebanyak 45 dan jumlah data sebanyak 321 data.
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Gambar 3.10. Jendela properties dari tabel yang dibuka

Sebagaimana dijelaskan di atas, setiap kolom pada tabel dapat
memiliki domain yang berbeda-beda. Untuk melihat domain pada kolom,
klik kanan pada salah satu kolom dan pilih Properties. Sebagai contoh, kita
akan melihat properties dari kolom SDIS_05. Jendela Column Properties

Bab 3 Informed; Urgensi Data Spasial untuk Perencanaan Wilayah | 47



seperti yang ditunjukan pada gambar di bawah akan terbuka. Sebagaimana
bisa dilihat, domain dari kolom ini adalah String. Mengetahui domain untuk
masing-masing kolom sangat penting karena akan menentukan jenis proses
yang bisa dilakukan pada kolom tersebut.
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Gambar 3.11. Jendela column properties dari kolom SDIS_05

1

3.1.5 Eksplorasi dan kalkulasi pada tabel
Setelah mengenal cara membuat dan melakukan pengisian data

pada tabel, maka topik berikutnya adalah melakukan penghitungan
dengan menggunakan data tabel. Kalkulasi pada tabel dilakukan dengan
menggunakan formula pada Table Calculator. Hasil dari proses penghitungan
akan ditampilkan dalam bentuk kolom baru yang ditambahkan pada tabel.
Ekspresi umum yang dipergunakan dalam kalkulasi tabel di ILWIS adalah:

Outputcolumn=Expression

dan
Outputcolumn:=Expression

Simbol = dan := memiliki fungsi yang berbeda. Sebagai contoh, misalkan

kolom C merupakan hasil kalkulasi dari kolom A dan kolom B maka:

o Jika assignment symbol (:=) yang digunakan, maka nilai pada kolom
C tidak lagi tergantung (independent) pada nilai kolom A dan Kolom B.
Jika nilai pada kolom A atau kolom B diubah, nilai pada kolom C tidak
akan berubabh;

o Jika definition symbol (=) yang digunakan, maka nilai Kolom C tetap
terkait (dependent) dengan nilai dari kolom A dan kolom B. Jika nilai
kolom A atau kolom B diubah maka nilai kolom C akan ikut berubah.

Perbedaan fungsi kedua simbol ini harus dimengerti dengan baik
dan sangat berguna untuk kebutuhan yang berbeda. Hal lain yang harus
diperhatikan dalam pembuatan formula untuk proses kalkulasi adalah bahwa
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nama kolom tidak boleh memiliki symbol-simbol berikut:\ /7: * ? < > |
"1 e#$S & ()-+=L1{};: " ..

Terdapat banyak sekali jenis operasi yang dapat dilakukan dengan
menggunakan Table Calculator. Daftar lengkap fungsi dan operator dapat
dilihat pada ILWIS Help file dengan menekan tombol F1. Pada materi ini
akan dibahas beberapa operator sederhana yang umum dipergunakan, yaitu
operator arithmetic, relational, logical dan conditional.

3.1.6 Contoh data: potensi desa (PODES) Aceh Barat 2002 dan 2006

Dalam bagian pelatihan ini, data contoh yang akan digunakan adalah
data Potensi Desa (PODES) Aceh Barat tahun 2002 dan 2006. Data tersebut
diproduksi oleh Biro Pusat Statistik berdasarkan survei yang dilakukan satu
tahun sebelum data tersebut dipublikasikan. Data PODES memuat berbagai
informasi demografi dan sosial ekonomi pada tingkat desa di sebuah
daerah.

Pada tabel di halaman berikut disajikan jenis dan tipe informasi dalam
data tabel desa _podes03 dan desa_podes_06. Pada tabel tersebut, kolom
domain masih belum terisi. Dengan menggunakan langkah-langkah yang
telah dijelaskan sebelumnya, cobalah untuk mendefinisikan tipe atau memberi
nama domain untuk masing-masing kolom.
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Latihan

Dibawah ini adalah daftar dan deskripsi kolom-kolom pada tabel
desa_podes03 dan desa_podes_06. Lengkapi kolom domain dengan melihat
domain pada masing-masing kolom.

Tabel 3.2. Deskripsi tabel PODES yang dipakai dalam contoh dan latihan
pada bab ini.

Deskripsri Doenais

=1 el e o e e 3

ANRRRRRRRRRRARRRNARRORRARRRRRE
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3.1.7 Eksplorasi sederhana

Kita akan mencoba mengurutkan data pada tabel, langkah yang

diambil:

1

Klik kanan pada nama kolom yang akan diurutkan (sorting). Terdapat
dua pilihan dalam menu yang muncul yaitu: Sort Ascending untuk
mengurutkan data dari kecil ke besar dan Sort Descending untuk
mengurutkan data dari besar ke kecil. Gunakan fungsi ini untuk
melakukan eksplorasi sederhana untuk mengetahui nilai terbesar dan
terkecil dari sebuah kolom, sebagai contoh cobalah untuk kolom AREA _
KM2.
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Double click to change column properties of area_km: area_km =+

Gambar 3.12. Tampilan fasilitas untuk mengurutkan data
pada sebuah kolom

Perhatikan pada bagian bawah jendela Table, dimana ditampilkan
beberapa statistik yang paling banyak dipakai seperti nilai minimum, nilai
maksimum, rata-rata, standar deviasi, dan jumlah. Nilai ini memberikan
informasi yang sederhana namun amat berguna dalam mengenal data
kita. Pada baris paling kawah di sebelah kiri dari Jendela Table, tersaji
jumlah data yang dimiliki tabel tersebut.
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Latihan

se

Dengan menggunakan data tabel desa_podes03, lakukan eksplorasi
derhana dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut:
Berapa jumlah total populasi penduduk di Aceh Barat pada tahun 2002?
Desa mana yang jumlah penduduknya paling banyak?
Desa mana yang jumlah penduduknya paling sedikit?
Desa mana yang jumlah penduduk miskinnya paling banyak?
Desa apa yang memiliki paling banyak petani?
Berapa rata-rata jumlah penduduk di Aceh Barat?
Berapa jumlah rumah sakit dan puskesmas di Aceh Barat?

3.1.8 Operasi aritmatik

di

Operasi aritmatik merupakan operasi yang paling sederhana yang
gunakan untuk menjumlahkan, mengurangi, membagi, atau mengalikan

nilai dari satu kolom atau lebih. Pada bagian berikut akan dijelaskan beberapa
contoh proses kalkulasi tabel dengan operator aritmatik.

1.

Tampilkan tabel desa_podes03. Sebagai contoh, kita akan melakukan
penghitungan kepadatan penduduk pada masing-masing desa di Aceh
Barat. Nilai kepadatan penduduk dihitung dengan rumus:

Kepadatan Penduduk = Jumlah populasi total/ Area

Dalam Table Calculator, rumus tersebut dimasukkan sebagi berikut:
Pop_dens = Pop_tot/Area_km?2
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Keterangan:

- Pop_dens adalah nama kolom baru yang akan menyimpan hasil
penghitungan kepadatan populasi.

- Pop_tot adalah nama kolom yang memuat angka jumlah populasi (lihat
Tabel 4.2.).

- Area_km2 adalah nama kolom yang memuat angka luas desa dalam
satuan kilometer persegi (lihat Tabel 4.2).

Ketikkan rumus di atas pada baris yang tersedia pada Table Calculator
dan tekan Enter. Jendela Colum Properties sebagaimana ditunjukkan
pada gambar di bawah akan muncul. Jendela tersebut berisikan domain
yang disarankan untuk kolom Pop_dens, rentang nilai yang dihasilkan, dan
deskripsi singkat tentang formula yang digunakan. Klik OK pada jendela ini.
Perhatikan bahwa kolom Pop_dens akan muncul sebagai kolom terakhir pada
tabel desa_podes03.
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Gambar 3.14. Jendela tabel kalkulator dan kolom properti
dari hasil penghitungan

Latihan:
Dengan menggunakan operasi aritmatik yang sederhana, hitung
parameter-parameter berikut ini:
- Jumlah rumah pada setiap desa di Aceh Barat
- Proporsi (%) rumah permanen dan proporsi rumah non permanen
- Jumlah total sarana pendidikan setiap desa di Aceh Barat
- Jumlah total sarana kesehatan setiap desa di Aceh Barat
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3.1.9 Operasi relasional

Operasi relasional ditandai dengan penggunaan operator =,<,> <=,>=

dan <>. Tujuan dari operasi ini adalah menguji apakah nilai dari sebuah
kolom memenuhi ekspresi yang diinginkan. Hasil dari operasi ini adalah data
boolean yang hanya memuat ekspresi TRUE/FALSE sebagai hasil proses uji.
Sebagai contoh dengan menggunakan datatabel desa_podes03 dapat diketahui
desa mana saja yang kepadatan populasinya diatas 200 orang/km?. Desa-desa
dengan kepadatan diatas 200 orang/km? dapat dikategorikan sebagai desa
berpenduduk padat, sebaliknya desa dengan populasi dibawah 200 orang/
km? dapat digolongkan sebagai desa berpenduduk jarang. Langkah-langkah
yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Tentukan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan di atas.
Kita akan menggunakan hasil dari contoh operasi aritmatik di atas, yaitu
data dari kolom Pop_dens. Rumus yang digunakan adalah:

Pop_dens_class = Pop_dens<200

Ketikkan rumus di atas pada baris yang tersedia pada Table Calculator,
dan tekan Enter. Jendela Column Properties akan terbuka dengan domain
yang disarankan adalah bool (boolean). Tekan OK, maka kolom Pop_dens_
class akan muncul. Seperti disarankan di atas, usahakan memberikan nama
kolom yang mudah diingat berdasarkan isi informasi dari kolom tersebut.
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Gambar 3.15. Jendela tabel calculator dan column properties
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3.1.10 Operasi logika

Operasi logika ditandai dengan penggunaan AND, OR, XOR, dan NOT.
Tujuan operasi ini adalah membandingkan dua ekspresi berbeda dan melihat
data mana saja yang memenuhi kedua-duanya (AND), salah satu (OR), atau
hanya satu (XOR). Sebagai contoh operator logika dapat dipergunakan
untuk mengetahui desa mana saja yang berpenduduk antara 100-200 jiwa.
Persamaan yang digunakan adalah:

Pop_dens_class2=(Pop_dens>100) and (Pop_dens<200)

Sebagaimana operasi relasional, operasi ini juga akan menghasilkan
data dengan tipe boolean.

3.1.11 Operasi kondisional
Tipe operasi kondisional dapat dikenali dengan penggunaan operator
“IFF THEN ELSE” dalam formulanya. Operator kondisional merupakan
operatoryangpalingbanyak digunakandalamanalisadataspasial dikarenakan
oleh fungsi dan fleksibilitasnya. Format umum operator condisional adalah:
Column_result = IFF (a, b, ¢)

Keterangan: jika kondisi a terpenuhi maka Column_result akan diisi dengan
b atau c

Sebagai contoh, apabila data sumber mata pencaharian pada kolom
source_inc akan diklasifikasikan menjadi pertanian dan non-pertanian, dapat
digunakan operasi kondisional sebagai berikut:

Income=iff(SOURCE_INC="Agricultu”,”pertanian”,”non-pertanian™)

Perhatikan bahwa Income adalah namakolom baru yang akan dihasilkan
dari operasi konditional di atas. Ekspresi atau syarat yang digunakan adalah
data pada kolom SOURCE_INC haruslah ”Agricultu”. Karena kolom
SOURCE_INC berdomain string, maka tanda ...”” harus digunakan. Jika
ekspresi atau syarat terpenuhi, maka kolom baru income akan terisi dengan
kata ”pertanian” jika tidak maka kolom tersebut akan terisi dengan kata
"non-pertanian”. Tekan Enter untuk menjalankan formula. Jendela Column
Properties akan terbuka. Perhatikan bahwa domain yang disarankan adalah
domain string. Untuk saat ini biarkan domain tersebut dan tekan Enter. Hasil
dari operator kondisional ini akan terlihat seperti berikut:
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Gambar 3.16. Hasil operasi kondisional

Contoh di atas adalah penggunaan kolom dengan domain string untuk
operasi kondisional. Operasi kondisional juga dapat digabungkan dengan
operasi relasional. Sebagai contoh, misalkan indikator 30% keluarga miskin
akan digunakan sebagai penentu apakah sebuah desa dapat dikategorikan
tertinggal atau tidak. Perhatikan bahwa informasi mengenai proporsi
keluarga miskin sudah tersedia pada kolom POOR_FAM_P (lihat Tabel 3.2).
Maka rumus yang dapat digunakan adalah:

desa_miskin=iff(poor_fam_p>30,”tertinggal” dan “tidak tertinggal™)
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Gambar 3.17. Contoh hasil operasi kondisional digabung dengan relasional

3.1.12 Klasifikasi data
Data tabel juga dapat dimodifikasi menggunakan proses klasifikasi.
Proses ini dilakukan untuk menyederhanakan data numerik menjadi
beberapa kelas yang kita tentukan sendiri. Proses klasifikasi dilakukan
dengan menggunakan fasilitas Table Calculator dengan perintah CLFY.
Format umum untuk perintah ini adalah :
Output_column = CLFY(input_column, class_domain)

Output_column adalah kolom baru hasil proses klasifikasi. Input_
column adalah kolom pada tabel yang berisikan sumber data yang akan
diklasifikasikan, sedangkan class_domain adalah domain kelas yang memuat
rentang nilai masing-masing kelas. Sebagai contoh, misalkan berdasarkan data
kepadatan populasi yang telah dihitung pada kolom Pop_dens, akan dibuat
tiga kelas kepadatan penduduk: rendah (0-100 jiwa/km?), menengah (100-200
jiwa/km?), dan padat (>200 jiwa/km?). Langkah pertama adalah membuat satu
domain baru yang memuat rentang nilai kepadatan populasi untuk ketiga
kelas yang akan dibuat. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Padajendelautama ILWISklik File > Create = Domain. Jendela Create
Domain akan terbuka. Berikan nama domain pop_dens_cls, pilih domain
Class-Group, tentukan jumlah karakter pada kolom width dan tekan OK.

Jendela domain group akan terbuka. Klik tombol & untuk membuat
Domain Item baru. Jendela Domain Item sebagaimana diperlihatkan di
bawah ini akan terbuka. Untuk membuat kelas yang pertama, masukkan
batas atas 100 jiwa/km? pada kolom Upper Bound, berikan nama kelas
”Rendah” pada kolom Name dan klik OK. Lakukan langkah yang sama
untuk membuat rentang kelas “Menengah” dan “Tinggi.”
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Gambar 3.18. Jendela create domain untuk mendefinisikan
domain dan nama

2. Ketikkan rumus berikut :
pop_dens_cls=CLFY(pop_dens,pop_dens_cls)

Pada jendela Column Properties yang muncul, perhatikan bahwa
domain yang disarankan adalah domain pop_dens_cls klik OK pada jendela
ini, maka proses klasifikasi akan bekerja. Bilajumlah data yang diklasifikasikan
besar, maka proses ini bisa membutuhkan waktu yang cukup lama. Dari hasil
proses klasifikasi akan didapatkan kolom baru dengan nama pop_dens_cls
sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:
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Gambar 3.19. Jendela column properties dan hasil klas1f1kas1 data
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3.1.13 Agregasi data

Semua pembahasan di atas merupakan operasi tabel yang dilakukan
untuk membuat satu kolom baru berdasarkan data dari sebuah kolom saja.
Untuk dapat melakukan modifikasi dengan menggunakan data dari satu
kolom, teknik yang digunakan adalah fungsi agregasi. llustrasi sederhana
untuk teknik agregasi diperlihatkan pada gambar berikut.

Misalkan dari data desa_podes03, akan dihitung jumlah populasi
total untuk masing-masing kecamatan di Aceh Barat, sedangkan data yang
kita punya adalah jumlah populasi dari setiap desa. Perhatikan bahwa
untuk melakukan hal ini diperlukan informasi dari dua kolom, yaitu kolom
Kecamatan dan kolom Pop_tot, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Kota Tipe Kabupaten Area Total Total Area
penggunaan area  kabupaten penggunaan
lahan lahan
001 Rumah Nr1 1 37 5 15
[002 [ Ruman | N3 [ 6 [ 37 [ 18 | 15 |
003 Taman Nr1 2 37 5 2
[o004 | Kantor [ Ne2 [ 3 [ 37 | 14 | 6 |
005 Sungai Nr2 4 37 14 4
[006 | Rumah | Ne3 |6 [ 37 [ 18 [ 15 |
007 Rumah Nr1 2 37 5 15
[o08 | Kantor | Ne2 | 3 [ 37 [ 14 | 6 |
009 Toko Nr2 4 37 14 10
[010 | Toke | Nr3 6 37 | 18 | 10 |

Gambar 3.20. Agregasi data

1. Klik Column = Aggregation untuk memulai proses agregasi
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Gambar 3.21. Agregasi data desa menjadi tingkat kecamatan
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Jendela Aggregate Column akan terbuka. Pilih kolom Pop_tot yang
merupakan jumlah penduduk total per desa yang akan diaggregasi ke tingkat
kecamatan. Pada kolom Function, pilih fungsi Sum untuk menjumlahkan
angka populasi desa di tiap kecamatan. Pilih kolom Kecamatan pada bagian
Group by untuk menggabungkan angka populasi berdasarkan nama
kecamatan.

2. Aktifkan tombol Output Table untuk menyimpan hasil agregasi pada
dokumen baru, beri nama penduduk_kecamatan pada kolom tersebut.
Beri nama yang sama pada bagian Output Column. Kemudian klik
OK. Tabel baru dengan nama penduduk_kecamatan, akan tampil pada
jendela utama ILWIS. Tampilkan tabel tersebut untuk melihat hasil proses
agregasi.
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Gambar 3.22. Tabel hasil operasi agregasi

3.1.14 Menggabungkan tabel

Penggabungan tabel atau table join merupakan salah satu proses yang
sangat penting dalam aplikasi SIG. Melalui proses ini, data tabel yang
merupakan data atribut/non spasial dapat digabungkan dengan data spasial
yang berkaitan. Dalam contoh berikut akan dijelaskan proses Table Join
dari data tabel penduduk_kecamatan yang telah dibuat sebelumnya. Melalui
penggabungan ini akan didapatkan peta kecamatan dengan berbagai atribut
jumlah penduduk. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Pada jendela utama ILWIS, tampilkan data tabel acbar_btskec. Tabel ini
merupakan atribut data terhadap peta vektor dengan nama acbar_btskec
utm. Pada bagian ini akan dijelaskan proses penggabungan data tabel
penduduk_kecamatan dengan acbar_btskec untuk mendapatkan peta
kecamatan yang memiliki atribut jumlah penduduk. Harap diperhatikan
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bahwa penggabungan tabel hanya dapat dilakukan terhadap dua tabel
yang memiliki paling tidak satu kolom dengan domain yang sama.

2. Untuk menggabungkan tabel, tampilkan tabel acbar_btskec yang akan
menjadi tujuan (destination) proses penggabungan. Klik Columns [J
Join untuk memulai proses penggabungan.
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Gambar 3.23. Wizard penggabungan tabel

3. PadajendelaJoinWizardyangmuncul,pilihtabelyangakandigabungkan.
Dalam contoh ini, pilih tabel penduduk_kecamatan dan kolomnya, klik
Next. lkuti perintah dalam wizard, kolom yang digabungkan akan
muncul sebagai kolom terakhir pada file achar_btskec.
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3.1.14 Menampilkan data tabel secara spasial

Langkah terakhir dalam proses modifikasi data tabular adalah
menampilkan data tersebut secara spasial. Langkah ini memungkinkan
kita untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan lokasi
dan sebaran data yang ada dalam atribut. Langkah yang diperlukan untuk
menampilkan atribut dari data desa_podes03 secara spasial adalah sebagai
berikut:

1. File desa_podes03, klik kanan pada peta poligon dan pilih Open. Pada
jendela Display Option yang muncul, aktifkan tombol Attribute, dan
pilih kolom Pop_tot. Pada kolom Representation, pilih Pseudo, klik
OK.

2. Muncul peta desa dengan kode warna yang menunjukkan total populasi
masing-masing desa. Beberapa desa mempunyai jumlah populasi
total yang cukup tinggi. Cobalah memvisualisasikan kolom yang lain,
kemudian bandingkan total populasi dengan kepadatan populasi dan
perhatikan apakah ada konsistensi pola.
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Gambear 3.24. Jendela untuk membuka file yang akan divisualisasikan
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Gambar 3.25. Peta populasi desa

LATIHAN 1

Analisa Kependudukan

Analisa kependudukan adalah salah satu aplikasi sederhana dari

proses pengolahan atribut data spasial. Analisa ini dilakukan untuk
mengetahui tingkat pertumbuhan penduduk di sebuah unit analisa (contoh:
desa). Proyeksi jumlah penduduk juga dapat dilakukan secara sederhana
dengan menggunakan angka laju pertumbuhan penduduk. Gunakan data
desa_podes_03 dan desa_podes_06, untuk tahap analisanya adalah sebagai
berikut:

1.

Untuk mengetahui angka pertumbuhan penduduk dibutuhkan
data jumlah penduduk dari dua waktu yang berbeda. Data jumlah
penduduk ini dapat ditemukan pada kolom pop_tot. Sebagai langkah
awal, gunakan fungsi Join Table untuk menggabungkan kolom
pop_tot dari data desa_podes_06 ke dalam data desa_podes_03. Beri
nama yang berbeda untuk kolom tersebut misalnya: pop_tot06
Hitunglah angka pertumbuhan penduduk masing-masing desa.
Gunakan operasi aritmatik dengan mengurangi data jumlah
penduduk tahun 2006 dengan jumlah penduduk tahun 2003. Jawablah
pertanyaan berikut;

- Desa mana yang pertumbuhan penduduknya paling tinggi?

- Desa mana yang pertumbuhan penduduknya paling rendah?
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- Adakah desa yang memiliki nilai pertumbuhan penduduk yang
negatif?

- Berapa rata-rata nilai pertumbuhan penduduk di Aceh Barat?

Kemudian hitunglah laju pertumbuhan penduduk. Operasi ini secara

sederhana dapat dilakukan dengan membagi angka pertumbuhan

penduduk yang telah dihitung sebelumnya dengan interval waktu

antara 2003-2006 yaitu 3 tahun. Hasilnya akan diperoleh kolom baru

berisikan laju pertumbuhan penduduk. Unit dalam kolom ini adalah

X jiwa/tahun. Jawablah pertanyaan berikut ini:

- Desa mana yang laju pertumbuhan penduduknya paling tinggi?

- Desa mana yang laju pertumbuhan penduduknya paling rendah?

- Berapa rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Aceh Barat?

Langkah selanjutnya adalah melakukan proyeksi pertumbuhan

penduduk. Misalkan di desa A, laju pertumbuhan penduduknya

adalah 100 jiwa/tahun. Di tahun 2006 penduduknya 1000 jiwa. Maka

proyeksi jumlah penduduk 4 tahun kedepan (tahun 2010) adalah

4*100=400 jiwa. Maka total populasi proyeksi tahun 2010 untuk desa

A adalah 1000+400=1400 jiwa. Dengan menggunakan konsep tersebut

hitunglah proyeksi penduduk di semua desa untuk tahun 2010.

- Berapa total penduduk Aceh Barat tahun 2010?

- Desa mana yang memiliki jumlah penduduknya paling besar?

- Berapa rata-rata jumlah penduduk di setiap desa pada tahun
2010?

Tampilkan informasi pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan,

dan proyeksi penduduk secara spasial.

LATIHAN 2

Analisa kemiskinan

Analisa kemiskinan dilakukan dengan menggunakan informasi pada
kolom Poor_fam yang ada pada data desa podes03 dan desa_podes06.
Lakukan langkah-langkah analisa sebagai berikut:

1.

2.

3.

Dengan menggunakan data jumlah keluarga miskin pada kolom

Poor_fam dan data jumlah keluarga pada kolom Fam, hitunglah

proporsi rumah tangga miskin di masing-masing desa. Jawablah

pertanyaan berikut :

- Berapaproporsi rumah tangga miskin maksimum dan minimum?
dan ada di desa mana saja?

- Berapa rata-rata jumlah rumah tangga miskin di Aceh Barat?

- Tampilkan data proporsi rumah tangga miskin secara spasial

Dengan menggunakan data dari tahun 2003 dan 2006. Hitunglah

perubahan rumah tangga miskin di masing-masing desa.

Tampilkan desa-desa yang jumlah maupun proporsi rumah tangga

miskinnya menurun dan yang meningkat.
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3.2 Map calculator, Eksplorasi, Ekstraksi, dan
Klasifikasi

Salah satu fasilitas yang sangat umum digunakan dalam menganalisa
data spasial dalam ILWIS adalah map calculator. Dalam analisa menggunakan
map calculator, data yang digunakan berupa raster/map, dimana masing-
masing data raster/map/peta diperlakukan sebagai satu besaran dalam rumus
yang dimasukkan untuk perhitungan. Apabila kita ingin menganalisa data
vektor dengan menggunakan map calculator, maka harus dikonversi terlebih
dahulu menjadi data raster. Mohon diingat bahwa setiap data di ILWIS
mempunyai domain untuk data raster domain bisa berupa nilai, ID, maupun
kelas. Kita harus mengerti domain dari data kita dengan baik untuk bisa
melakukan operasi kalkulasi dengan menggunakan berbagai data dengan
benar. Beberapa operasi yang disediakan dalam map calculator akan dibahas
pada bab ini.

3.2.1 Operasi aritmatik

Operasi aritmatik merupakan operasi matematis sederhana yang terdiri
dari operasi perkalian, pembagian, pengurangan, dan penambahan. Dalam
map calculator yang dianalisa adalah nilai dari masing-masing piksel pada
lokasi yang sama dari data raster/map yang dioperasikan. Operasi aritmatik
hanya bisa diaplikasikan pada data raster dengan domain value saja dan tidak
pada data dengan domain kelas.

Tabel 3.3. Operasi aritmatik untuk map calculator; mengilustrasikan tiga
ekspresi aritmatik yang merupakan penambahan dengan konstanta,
penambahan antara dua peta, kombinasi antara penambahan, pengurangan,
pembagian, dan perkalian

Syntax Operasi Contoh
+ Tambah atb
5+2=7
- Kurang a-b
5-2=3
* Kali a*b
5*2=10
/ Bagi al/b
5/2=25
n Operasi pangkat; POW(a,b) a”b
57r2=25
aMODb Sisa pembagian aMODb
5mod2=1
aDIVDb Penggabungan string aDIVDb
5div2=52
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Milai negatif pada petaC2 terlihat pada angla yang ditcbalkan

Gambar 3.26. Beberapa contoh operasi aritmatik dengan map calculator

Sebagai latihan di ILWIS, misalkan MapA berisi Digital Number (DN)
dari citra satelit Landsat TM dari kanal 3, dan MapB dari kanal 4. Langkah-
langkah untuk menjalankan operasi aritmatik dengan map calculator:

1. Mula-mula kita akan mengganti nama dari data raster kanal 3 menjadi
Map A dengan teknis sebagai berikut:
» Mengganti nama dari band 3 menjadi MapA.
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Gambar 3.27. Beberapa contoh operasi aritmatik dengan map calculator

» Menjalankan operasi artimatika sederhana.
MapC = MapA + 50
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Gambar 3.28. Contoh operasi aritmatik

» Setelah mendapatkan peta dari hasil operasional aritmatika tersebut,
langkah selanjutnya adalah membandingkan antara nilai hasil DN dari
peta awal yang belum dianalisa dengan peta hasil setelah dilakukan
operasional aritmatika sederhana tadi. Cobalah dicek hasilnya dengan
melakukan cek nilai identitas Map A dengan Map C.

a) Pengurangan (-)
MapC1 = MapA - MapB

Secara teknis operasional pengurangan ini adalah dengan mengurangi
bilangan DN pada peta awal dengan bilangan tertentu atau nilai digital
dari peta lain. Secara umum pengurangan ini harus memiliki domain value
dengan bilangan. Dalam proses ini yang perlu dingat dalam operasi map
calculator adalah EXPRESION syntax yang dimasukkan dan DOMAIN apa
yang dihasilkan nantinya.
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Gambar 3.29. Operasi aritmatik untuk pengurangan

b) Pembagian (/)

MapC2 = (MapA - MapB)/( MapA — MapB)

Dalam proses ini adalah dengan melakukan pembagian dua bilangan
(value domain) dengan bilangan juga, sebagai pembilang dan penyebut.
Dimana hasilnya nanti juga akan menjadi karakter bilangan (value domain).
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Gambar 3.30. Instruksi pembagian dan raster map definition

¢) Mengalikan (mencoba untuk membuat NDVI band)

NDVI = 50*((band4-band3)/(band4+band3)+50)
Diterjemahkan menjadi;

NDVI =50*((MapB-MapA)/(MapB+MapA)+50)
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Latihan ini mencoba mengkombinasikan operasional aritmatika yang
sudah ada, kemudian diarahkan untuk menganalisa kombinasi 2 band
dengan formula NDVI operasi yang menghasilkan informasi satu band untuk
membantu klasifikasi tutupan lahan.
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Gambar 3.31. Kombinasi operasi aritmatik untuk menghitung NDVI

Latihan:

Import data landsat dari TIFF menjadi data ILWIS dari band 1 -7, lalu
bangunlah tassel-cap band untuk mendapatkan band brightness (kecerahan),
greenness (kehijauan) dan wetness (kelembaban) menggunakan rumus dari
ketiga band tersebut.

Brightness=0.3037*(B1)+0.2793*(B2)+0.4743*(B3)+ 0.5585*(B4)+0.2052*(B
5)+0.1863*(B7)

Greenness=-0.2848*(B1)-0.2b435*(B2)-0.5436*(B3)+0.7243*(B4)+0.0840*(B
5)-0.1800%*(B7)

Wetness=0.1509*(B1)+0.1973*(B2)+0.3279*(B3)+0.3406*(B4)-0.7112*(B5)-
0.4572*(B7)

Setelah selesai membuat ketiga band tersebut, kompilasikan menjadi
map-list sehingga bisa ditampilkan kombinasi band-band tersebut sebagai
data hasil.

» Dalam Kklasifikasi kesesuain lahan yang biasa dilakukan oleh ahli tanah,
biasanya dilakukan klasfikasi tersebut berdasarkan Satuan Peta Lahan
(SPL). SPL ini dibangun dari beberapa peta pendukung seperi peta
tanah, peta kelerengan, peta penggunaan lahan, dan peta geologi. Peta-
peta tersebut kemudian ditumpukkan menjadi satu peta kerja sebelum

Bab 3 Informed; Urgensi Data Spasial untuk Perencanaan Wilayah | 69



dilakukan survey dan menentukan hasil untuk rekomendasi terhadap
suatu rekomendasi kesesuain lahan. Sebagai latihan dalam operasi
aritmatika ini, cobalah untuk membangun peta SPL di Kabupaten Aceh
Barat.

» Dalam survey pemetaan terkadang kita mengenal yang namanya peta
bentuk lahan atau landform. Peta bentuk lahan ini merupakan representatif
dari gabungan beberapa peta seperti peta tanah, peta geologi, dan peta
kelerengan. Silahkan anda membuat peta bentuk lahan ini dengan
menggabungkan peta-peta yang dimaksudkan tersebut sehingga menjadi
satu peta hasil.

3.2.2 Operasi rasional

Operasi rasional digunakan untuk mengkombinasikan antara operasi
logis dan fungsi kondisi dengan memasukkan kriteria yang kita harapkan.
Data yang dihasilkan adalah data ”"NYATA” atau “TIDAK NYATA.” Jika kita
hanya menggunakan operasi relasi ini pada formula, maka formula akan
menjadi boolean.

Dalam operasi relasi ini dapat kita lihat beberapa operasi yang
digunakan, seperti:

Tabel 3.4. Operasi rasional

Perintah Operasi Contoh

=eq Sama dengan a=h
5 = 2 hasilnya False

<t Lebih kecil dari a<b
5 <2 hasilnya False

<=le Lebih kecil dari atau a<=b
sama dengan 5 <=2 hasilnya False

> gt Lebih besar dari a>b
5> 2 hasilnya True

>= Lebih besar atau sama a>=b
dengan 5 >=2 hasilnya True

<> Tidak sama dengan a<>b

5 <> 2 hasilnya True

Teknis latihan untuk operasional ini, kita akan menggunakan data
Digital Elevation Model (DEM) yang memiliki informasi data ketinggian
(domain value). Dengan data ketinggian ini dapat memberikan gambaran
dalam membedakan suatu kelas lahan, misalnya untuk membedakan antara
kelas laut/pantai dan kelas daratan dengan memisahkan antara ketinggian
0 (nol) dengan diatas 0 (nol) sebagai daratan, atau bisa juga digunakan
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untuk membedakan kelas kesesuaian suatu tanaman berdasarkan kecocokan
persyaratan tumbuh terhadap suhu (dimana suhu di pantai seekitar 26.5°C)
dengan setiap kenaikan 100 meter suhu akan menurun sekitar 1°C, dengan
penurunan suhu ini lalu diambil contoh untuk melihat tingkat kesesuaian
tanaman sayuran di daerah dataran tinggi dengan kebutuhan suhu <18°C
atau dengan ketinggian >800 m dpl.

Langkah awalnya adalah dengan mengganti (rename) nama peta DEM
menjadi nama peta yang mudah kita dikenal, misalnya:

MapA =Peta Dem

Setelah kita melakukan konversi nama peta tersebut, lalu akan kita
lanjutkan dengan melakukan operasi rasional yang sederhana, seperti:
Map A dengan karakter nilai (value) kemudian akan dioperasikan untuk
mendapatkan boolean nilai, seperti: membedakan antara daerah perairan/laut
dan daratan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

» Mengganti nama DEM menjadi MapA

)

lif 1LW15 3.4 Open - [D:\GIS Training\3th Tr. nglﬁil
_ | File Bl Opeations View  Window  Help B = |
FO0 e XE »EmE |

EmpennieanpEs @R B R E v
[MapA=achar_dem_ulim " =] |
Typwe aiy axpression on e command line guery [T /,i!

Gambar 3.32. Operasi untuk membuat map baru

» Mengklasifikasikan data DEM menjadi data daratan dengan kriteria nilai
DEM lebih dari 0 (nol), maka kita perlu memasukkan syntax operasional
MapC = MapA >0
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Gambar 3.33. Membuat map baru dari DEM
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» Menampilkan data
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Gambar 3.34. Menampllkan map baru hasil dari DEM

Latihan:

»

Sebagailatihan dalam melihat klasifikasi yang dijelaskan dalam penjelasan
diatas mengenai kecocokan tanaman terhadap kebutuhan suhu. Untuk
membangun peta sebaran suhu tersebut kita bisa menggunakan
pendekatan dari penurunan suhu sebesar 1°C dengan kenaikan ketinggian
sebesar 100 meter, dengan catatan suhu dipermukaan bumi dengan
ketinggian 0 atau sama dengan permukaan laut sebesar 26.5° C.
Beberapa hal dalam sistem klasifikasi terkadang menggunakan NDVI
untuk mengklasifikasikan tutupan lahan dengan cepat. Seperti membagi
kelas tutupan lahan berdasarkan nilai yang tampil di dalam band NDVI
tersebut, misalnya kelas tutupan hutan lebih dari 70%, kelas pepohonan
50-69%, dan kelas bukan pohonan kurang dari 50%. Cobalah untuk
membuat peta hasil klasifikasi.

Dalam suatu pembangunan pertanian, terkadang kita menemukan
masalah untuk melakukan sortasi wilayah penutupan lahan dari data
spasial dengan kelas tertentu, misalnya kelas pertanian yang akan
dipergunakan untuk pengembangan komoditi jagung atau ketela pohon.
Silahkan anda melakukan sortasi wilayah penutupan lahan tersebut
dengan menggunakan operasi berikut ini.

3.2.3 Operasi logika

Operasi ini menggunakan logika berfikir dengan memasukkan formula

yang nantinya akan menghasilkan nilai ”"NYATA” atau “TIDAK NYATA.”
Rumus logika yang digunakan adalah:
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Tabel 3.5. Operasi logika

Syntax

Operasi

Contoh

Or

Atau
(salah satu syarat harus
terpenuhi)

(a) Or (b)
(5<2)or (5> 2) Hasilnya
“NYATA”

And Dan (a) and (b)
(kedua syarat harus (5 <2)and (5> 2) Hasilnya
terpenuhi) “TIDAK NYATA”
Not tidak Not (b)
Not (5 < 2) Hasilnya
“NYATA”
Xor Jika keduanya benar (a) Xor (b)
(5<2) Xor (5> 2) Hasilnya
“ TIDAK NYATA”

Sebagai alur dalam latihan ini, kita mencoba melakukan analisa dari
kelas tutupan lahan yang akan kita kombinasikan dengan peta elevasi (DEM)
dalam mencari kawasan hutan pada daerah dengan ketinggian tertentu.
Sebagai contoh dalam kasus ini kita akan memilih kelas tutupan lahan dari
peta tutupan lahan tahun 2006 yang sudah dibuat, kemudian akan ditumpang
tindihkan dengan peta elevasi (DEM) dari data SRTM-DEM dengan ketinggian

kurang dari 500 meter yang diasumsikan sebagai zona penyangga antara

hutan alami dan kawasan budidaya masyarakat. Alur berfikir yang kita coba

kembangkan dalam latihan ini dapat kita lihat pada diagram di bawah ini.

Petan

F = forest
TuT700m
6= 500 m
A= 400 m

::li

LN

Gambar 3.35. Alur proses untuk mengembangkan operasi logika
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Langkah teknisnya adalah sebagai berikut:
MapA = Peta tutupan lahan
MapB = Peta ketinggian (DEM)

» Merubah nama peta dari peta asli menjadi hama peta yang sudah Kita
konsepkan, misalnya: “MapA” untuk peta tutupan lahan dan "MapB”
untuk peta ketinggian
MapA = Peta tutupan lahan (vektor) = konversi ke Raster
Rasterisasi dari vektor poligon didasarkan pada kelas tutupan lahan
MapB = Peta ketinggian/DEM (raster)

» Silahkan dicek lagi apakah tampilan peta yang kita buat sudah dikonversi
menjadi nama peta yang sama dengan alur kerja kita dengan langkah-
langkah sebagai berikut:

a) MapD = (MapA = "forest”) and (MapB < 500)

Proses:
- Menampilkan peta yang akan di analisa, yaitu “MapA” dan
“MapB”
- Memasukkan syntax dalam operasi yang sudah kita konsepkan
MapA="Undisturbed forest”
MapB<500
Kemudian mengkombinasikan ini dalam syntax di operasi
ILWIS
MapD=(MapA="Undisturb Forest”)and(MapB<500)
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Gambar 3.36. Perintah membuat map baru dengan operasi logika
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Gambar 3.37. Tampilan hasil operasi untuk melihat undisturbed forest pada
wilayah dengan ketinggian kurang dari 500 m

= )

Hasilnya akan keluar berupa “NYATA” dan “TIDAK NYATA” yang
merupakan hasil penggabungan data peta tutupan lahan dan ketinggian
dengan wilayah hutan, namun hanya daerah dengan ketinggian dibawah 500
meter yang terlihat dengan warna hijau sebagai daerah “NYATA.”

b) MapD1 = (MapA = "forest”) or (MapB < 500)
Melakukan kombinasi ini dalam syntax di operasi ILWIS, menggunakan “OR”
dan amati hasilnya.

MapD1=(MapA="Undisturb Forest”)or(MapB<500)
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Gambar 3.38. Operasi logikal untuk menghasilkan wilayah yang merupakan
undisturbed forest atau ketinggiannya kurang dari 500 m

Latihan:
MapD2 = (MapA = "forest”) Xor (MapB < 500)
MapD3 = (MapA = "forest”) not (MapB < 500)

3.2.4 Fungsi kondisional
Contoh yang digunakan untuk operasional relasi dan logika untuk

dikombinasikan 2 data peta yang memiliki beda domain (bisa dalam value
atau kelas) menjadi sebuah hasil yang diharapkan, dengan hasil yang
diperoleh nantinya adalah 1 (satu) sebagai hasil yang diharapkan dan 0 (nol)
sebagai hasil yang tidak diharapkan. Biasanya untuk praktek ini Kita sebut
dengan fungsi kondisional iff. Rumus umum yang biasa digunakan adalah:

Peta_hasil = iff (kondisi, ekspresi, ekspresi lain)

atau
Peta_hasil := iff (kondisi, ekspresi, ekspresi lain)

Keterangan:

Peta_hasil: nama dari peta hasil operasional rumus tersebut

= : definisi yang dibentuk yang mempengaruhi hasilnya

= : definisi yang dibentuk yang tidak mempengaruhi hasilnya
iff : kondisi dari rumus

Condition : operasi yang digunakan
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Dalam latihan ILWIS, penggunaan fungsi kondisional (iff) ini masih
menggunakan peta contoh dari peta tutupan lahan tahun 2007 yang akan
dikombinasikan dengan peta elevasi (DEM). Alur pengerjaan dari fungsi iff
ini hampir sama dengan fungsi logika, dengan hasil “NYATA” dan “TIDAK
NYATA” (nilai peluang: 1 ="NYATA” dan dan 0 = “TIDAK NYATA”").

Petal
PetaC
PetaC = ifffpetaA="forest",1.?) - o Kk
1lalz]z17
CEA RN Y KA
Ti7j1]1]1
F = forest
7=700m S EANA
6=600m PetaCl
4=400m
4 1l1|1fo]o
4| PetaCl = iff{petaf="forest")and{petaB=700),10) |2 |1 | o] 0| 0
alajalaja *lojlololo]o
6le]alaja olalolele
G6|6E|6|6|6 olololole

Gambar 3.39. Alur pikir menghasilkan map baru menggunakan
operasi kondisional

Langkah-langkah teknis:
MapA = Peta tutupan lahan
MapB = Peta ketinggian (DEM)
Map C = iff (mapA="forest”, 1,?)
Artinya:
Jika MapA adalah hutan maka diberikan nilai 1 (satu) sedangkan yang lain
tidak terdefinisi sehingga menghasilkan hasil Map C

»  Kita masukkan syntax operasi untuk memilih tutupan lahan hutan
sebagai “Map C” dari “Map A” dengan kelengkapan kelas tutupan
lahan.
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Gambar 3.40. Membuat map baru dari satu jenis data undisturbed

» Begitu pula untuk peta elevasi kita akan memilih untuk ketinggian lebih
besar atau sama dengan 1000 meter. MapB2 = iff (MapB>=1000, 1,?)
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Proses berikutnya adalah menggabungkan analisa mengenai pencarian
lahan hutan dengan ketinggian lebih dari 1000 meter, misalnya untuk
dijadikan kawasan hutan lindung atau cagar alam.

MapC1 = iff(MapA="forest”) and (MapB>=1000),1,0)
Artinya:
Jika MapA adalah hutan dan MapB pada ketinggian lebih dari 1000 meter
maka akan diberikan nilai 1 (satu) dan yang bukan daerah yang dimaksudkan
adalah 0 (nol) sehingga hasil operasi yang kita lakukan akan tampil menjadi
data MapCL.
(0) =data dengan nilai 0 (Nol)
(?) =data yang dihasilkan tidak terdefinisikan atau kosong
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Gambar 3.42 Instruksi membuat map baru dengan menggabungkan dua
buah operasi kondisional
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Hasilnya adalah:

File Pl Lapen  Ogdioim Ml
(+1-BRa T ML 1T Wimaas

o

[T
¥ Lepral

|
[ TR s
b i
gl

B TN e, e FF LR T T B 6 B

Gambar 3.43. Tampilan hasil operasi untuk melihat wilayah undisturbed

forest dengan ketinggian di atas 1000 m.

Latihan:

>

Value — value

Menghitung populasi penduduk yang memiliki kepadatan penduduk
lebih dari 500 orang perkilometer dengan cara sortasi wilayah yang
berada daerah perbukitan atau pegunungan dengan ketinggian >1000
meter.

Class — Class

Memilih daerah yang merupakan penggunaan lahan tahun 2006 dengan
kelas hutan pada status lahan di wilayah itu dengan status lahan hutan
lindung, sehingga kita bisa menghitung berapa jumlah tutupan lahan
hutan yang masih tersisa di wilayah hutan lindung.

Value — Class

Dalam latihan ini kita akan mencoba untuk membuat peta sebaran wilayah
dengan melihat sebaran wilayah, populasi, dan kepadatan penduduk
(lebih dari 100 orang per kilometer) yang berada di wilayah status hutan
lindung.

3.2.5 Eksplorasi, ekstraksi, dan klasifikasi

Eksplorasi, ekstraksi, dan klasifikasi merupakan bagian penting yang

menyusun analisa data spasial. Proses-proses ini dilakukan untuk memahami
dan kemudian mengambil informasi yang dibutuhkan dari sebuah data
spasial maupun menata ulang data spasial sesuai dengan struktur yang
diinginkan. Eksplorasi melibatkan beberapa proses pencarian informasi
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secara selektif dari sebuah data. Misalkan dari sebuah peta batas, dapat
dilakukan eksplorasi mengenai desa dengan area terkecil, desa yang terdekat
dengan ibukota kabupaten, dan lain-lain. Ekstraksi merupakan proses yang
berkaitan dengan pengukuran berbagai parameter seperti jarak, luas, keliling,
jumlah, dan lain-lain dari sebuah data spasial. Adapun klasifikasi merupakan
proses pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu yang dibutuhkan.
Terdapat berbagai macam cara untuk melakukan eksplorasi, ekstraksi, dan
klasifikasi. Beberapa contoh-contoh sederhana dari proses-proses ekstraksi
dan klasifikasi adalah sebagai berikut:

1. Ekstraksi informasi menggunakan atribut

Proses ekstraksi informasi yang paling sederhana dilakukan dengan
menampilkan atribut data spasial. Dalam ILWIS, proses ini dilakukan dengan
menggunakan jendela Attributes dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tampilkan datadesa podes_03_utm.Klik duakali dan geser kesebelah Kkiri
peta pada salah satu poligon untuk menampilkan jendela Attributes.

2. Perhatikan bahwa jendela Attributes akan menampilan semua informasi
dari poligon yang dipilih. Klik dan geser jendela Attributes untuk
mengintegrasikan dengan jendela peta sebagaimana diperlihatkan pada
Gambar 3.44 di bawah ini. Cobalah untuk melakukan eksplorasi data
sederhana dengan menampilkan atribut dari beberapa poligon batas
desa.

Gvhond LEEE =i

O RO T TS TR ]

Gambar 3.44. Jendela Attributes

3. Klik kanan pada bagian jendela sebelah kiri dimana tertera nama file yang
sedang ditampilkan, kemudian pilih Display Option. Jendela Display
Option sebagaimana diperlihatkan pada gambar berikut akan terbuka.
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Gambar 3.45. Memilih Display Options

Dengan mengubah beberapa parameter, dapat dilakukan eksplorasi
data dengan cara menampilkan atribut yang dibutuhkan. Sebagai contoh,
misalnya kita ingin menampilkan atribut data yang berkaitan dengan
kepadatan populasi menggunakan datadesa_podes 03 utm. Aktifkan tombol
Attribute, kemudian pilih pop_dens. Pilih salah satu skema warna pada
kolom Representation, kemudian klik OK. Tampilan peta akan berbeda
dengan sebelumnya, karena yang ditampilkan saat ini adalah skema warna
yang menunjukkan kepadatan populasi.
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Gambar 3 46 Memilih kolom yang akan ditampilkan dan hasil tampilan

2. Ekstraksi informasi menggunakan mask

Cara lain untuk melakukan ekstraksi informasi adalah dengan
menggunakan mask yang berfungsi menyaring informasi sehingga hanya data
dengan Kriteria tertentu saja yang akan ditampilkan dengan langkah-langkah

82 | Bab 3 Informed; Urgensi Data Spasial untuk Perencanaan Wilayah




sebagai berikut:

1.
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Gambar 3.47. Overlay antara peta batas desa dan peta tutupan lahan
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Dalam bagian ini akan digunakan data batas desa desa_podes_03_utm
dan data tutupan lahan landcover_2007. Tampilkan batas luar desa dari
file desa_podes_03_utm sehingga dapat dilihat bersamaan dengan data
tutupan lahan. Contoh tampilannya adalah sebagai berikut:

Informasi mengenai desa yang masih memiliki hutan bisa didapatkan
dengan mudah menggunakan mask pada data tutupan lahan. Tampilkan

jendela Display Option untuk data landcover_2007.
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Gambar 3.48 Menggunakan mask pada display option
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Aktifkan tombol Mask pada jendela Display Option. Pada kolom
yang muncul, masukkan Undisturbed forest. Perintah ini akan menghasilkan
tampilan data tutupan lahan yang hanya memperlihatkan daerah yang
berhutan saja. Klik OK, maka tampilan peta akan terlihat seperti berikut ini.
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Gambar 3.49. Hasil masking undisturbed forest

Dengan mengubah kriteria pada mask maka hasil yang diperoleh juga
berbeda. Mask juga dapat menampilkan lebih dari satu kriteria. Kriteria
Undisturbed forest dan Rubber akan menampilkan daerah yang berhutan dan
daerah kebun karet sebagaimana ditampilkan oleh gambar berikut:
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Gambar 3.50. Hasil masking undisturbed forest dan rubber

3. Penggunaan tanda * akan menghasilkan tampilan dengan kriteria yang
mengabaikan kata atau huruf tertentu. Misalkan dari peta tutupan
lahan, ingin ditampilkan daerah perkebunan karet monokultur (Rubber)
dan daerah wanatani karet (Rubber agroforest). Perintah ini dapat
diterjemahkan dengan mengetikkan Rubber* pada kolom Mask. Maka
tampilan peta akan berubah menjadi seperti gambar berikut:

I e P T T R aloifi
P B e cpen
DEs Taa, aEE =T

]
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Gambar 3.51. Hasil masking Rubber*

3. Reklasifikasi menggunakan map calculator
Proses klasifikasi sederhana dapat dilakukan dengan menggunakan
map calculator. Klasifikasi adalah pengelompokan data berdasarkan kriteria
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tertentu. Sebagai contoh kasus adalah pengelompokan daerah budidaya karet

di wilayah Aceh Barat.

Langkah-langkah :

1. Kita akan mengklasifikasikan data landcover07 menjadi dua kelas yaitu
Rubber area dan Non rubber area. Area karet adalah area yang pada data
landcover07 adalah Rubber atau Rubber agroforest. Dengan menggunakan
Map calculator, perintah yang digunakan adalah :

rubber_area = iff((landcover07="Rubber”)or(landcover07="Rubberagrofo

rest”),”rubber area”,”non rubber”)

Tekan Enter, maka jendela Raster Map Definition akan terbuka.
Perhatikan bahwa pada jendela ini, domain yang disarankan tidak ada. Ini
berarti harus dibuat sebuah domain baru untuk kelas rubber area dan non

rubber. Tekan tombol A untuk membuat domain baru dan tambahkan
kedua kelas yang akan diklasifikasikan. Beri nama Rubber area untuk domain
baru ini. Klik OK pada jendela Raster Map Definition. Setelah kalkukasi
selesai, maka akan ditampilkan peta baru seperti gambar berikut ini:
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Gambar 3.52. Hasil klasifikasi data dengan menggunakan map calculator

4. Reklasifikasi menggunakan atribut
Klasifikasi dapat juga dilakukan dengan menggunakan tabel atribut.
Sebagai contoh, kita ingin mengelompokkan desa berdasarkan sumber
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pendapatan utama dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pada data desa podes 03_utm, terdapat informasi mengenai sumber
penghasilan dari masing-masing desa yang ada di Aceh Barat. Informasi
ini terdapat dalam kolom Source_inc. Periksa kolom ini dan perhatikan
bahwa kolom tersebut memiliki domain tersendiri yaitu domain Income.
Kolom tersebut akan dijadikan kriteria klasifikasi data. Perintah yang akan
digunakan adalah Attribute Maps. Perintah ini akan mengklasifikasikan
data berdasarkan atribut yang ada di salah satu kolom. Klik kanan pada
data desa_podes_03_utm. Pilih Vector operation [ Attribute Maps
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Gambar 3.53. Memilih kriteria income untuk mengklasifikasi data
menggunakan attribute maps

Jendela Attribute Map of Polygon Map akan terbuka. Pilih kolom
source_inc dan berikan nama income pada kolom Output polygon maps
sebagaimana diperlihatkan pada gambar di atas. Klik OK maka jendela
Map Window akan terbuka dan menampilkan peta desa yang terklasifikasi
berdasarkan sumber pendapatan, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar
berikut.
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Gambar 3.54. Hasil klasifikasi desa berdasarkan sumber pendapatan

5. Menghitung stastatistik dari data vektor dan raster

Salah satu proses yang umum dilakukan dalam analisa awal data spasial
adalah proses penghitungan statistik dari data tersebut. Secara sederhana
proses pengukuran dapat menghasilkan informasi berupa luasan, panjang,
atau jumlah dari sebuah data spasial tertentu. Sebagai contoh, dari data
landcover07 ingin diketahui berapa luasan masing-masing tipe tutupan lahan

di Aceh Barat dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Klik kanan file landcover07 dan pilih StatisticCIHistogram dan klik
Show pada jendela yang muncul.

2. Jendela Histogram akan muncul pada panel sebelah kiri akan terlihat
grafik batang dari tipe-tipe tutupan lahan di Aceh Barat. Sedangkan di
sebelah kanan terdapat tabel yang menunjukkan angka luasan (dalam
unit m?) masing-masing kelas tutupan lahan.
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Gambar 3.55. Penghitungan Histogram dan tabel statistic dari masing-
masing kelas tutupan lahan
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3.3 Fungsi Tumpang Susun (Overlay) untuk Integrasi
Data Spasial

Pada bagian sebelumnya kita sudah mempelajari teknik-teknik untuk
memanipulasi data yang berasal dari kolom maupun baris yang menyusun
satu data spasial dan atribut dengan beberapa operasi aritmatik, relasional dan
kondisional yang disediakan di ILWIS. Pada bagian ini kita akan membahas
teknik-teknik yang serupa akan tetapi dengan mengkombinasikan beberapa
data spasial dan konstanta. Beberapa fasilitas yang disediakan dalam ILWIS
untuk operasi-operasi ini antara lain adalah fungsi map calculation dan cross.
Dalam SIG, teknik overlay merupakan dasar dari kapabilitas SIG untuk
mengintegrasikan berbagai data spasial. Teknik overlay mengkombinasikan
beberapa peta sehingga menghasilkan informasi baru yang belum tersedia
dalam masing-masing peta. Pada teknik overlay elemen-elemen spasial baru
bisa diturunkan berdasarkan beberapa masukan peta.

Dengan perangkat lunak ILWIS, selain untuk visualisasi, map calculation
hanya dapat dioperasikan pada peta-peta raster. Struktur data raster sangat
sesuai untuk operasi semacam itu, manakala semua peta yang digunakan
dalam analisis menggunakan referensi geografi yang sama, cakupan yang
sama, dan resolusi yang sama, sehingga jumlah dan ukuran piksel serta
sistem koordinat seragam disemua data yang akan diproses dengan map
calculation. Proses penghitungan akan mengambil nilai piksel demi piksel di
dalam peta-peta yang berbeda pada lokasi yang sama.

Seperti pada pembahasan sebelumnya, ILWIS juga menyediakan operasi
aritmatik, relasional, dan kondisional serta beberapa fungsi lain dalam map
calculation. Sebagai ilustrasi, Gambar 3.56 menunjukkan hasil operasi aritmatik
dengan map calculation, formula map calculation ditulis pada command line
yang ada pada jendela utama ILWIS. Metode lain untuk mengkombinasikan
peta-peta raster adalah dengan menggunakan fungsi cross, yang menghitung
frekuensi kejadian dari semua kemungkinan kombinasi dari dua peta. Pada
bab ini kita akan mencoba beberapa fasilitas yang disediakan oleh ILWIS
untuk memproses kombinasi beberapa data raster dan konstanta.

3.2.6 Operasi-operasi yang tersedia dengan map calculation
Map calculation merupakan suatu fungsi yang bisa menghasilkan peta
baru dari berbagai kombinasi peta yang dioperasikan melalui rumus yang
dituliskan pada baris perintah (command line) pada jendela utama ILWIS atau
dengan cara menggunakan kotak dialog pada operasi map calculation.
Terdapat banyak operasi dan fungsi yang disediakan dalam map
calculation, yaitu
1. Operasi aritmatik yang terdiri dari perkalian, pembagian, pengurangan,
maupun penambahan
2. Operasi logikal untuk membandingkan dua buah ekspresi jika kedua
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ekspresi benar (AND), paling tidak salah satu ekspresi benar (OR), serta
untuk mengecek suatu ekspresi adalah tidak benar (NOT).

3. Operasi relasional untuk mengecek apakah satu ekspresi lebih besar,
lebih kecil, atau sama dengan satu ekspresi yang lainnya.

4. Fungsi kondisional untuk melakukan suatu operasi tertentu apabilan
kondisi yang ditetapkan benar (iff).

5[5]1212] mMapC = Mapa +10  MarC
5|5|5(2 > [15[5[12[2] ysa0c
2lzlz 15151512 515 liolio
12[12[12| (515151
MapA 4 10
41818 MapC1 = MapA + MapB rjryi4)14
alala]8
8 >
BE MapC2 = ({MapA - MapB)/{(MapA + MapB))*100
MapB Negative values in the map mapGC2 are shown in Bold.

Gambar 3.56. Beberapa contoh operasi aritmatik dengan map calculation

3.2.7 Operasi-operasi yang tersedia dengan map calculation
Map calculation merupakan suatu fungsi yang bisa menghasilkan peta
baru dari berbagai kombinasi peta yang dioperasikan melalui rumus yang
dituliskan pada baris perintah (command line) pada jendela utama ILWIS atau
dengan cara menggunakan kotak dialog pada operasi map calculation.
Terdapat banyak operasi dan fungsi yang disediakan dalam map
calculation yaitu:

1. Operasi aritmatik, terdiri dari perkalian, pembagian, pengurangan, dan
penambahan.

2. Operasi logikal untuk membandingkan dua ekspresi jika kedua ekspresi
benar (AND), salah satu ekspresi benar (OR), serta untuk mengecek suatu
ekspresi adalah tidak benar (NOT).

3. Operasi relasional untuk mengecek apakah satu ekspresi lebih besar,
lebih kecil, atau sama dengan satu ekspresi yang lainnya.

4. Fungsi kondisional untuk melakukan suatu operasi tertentu apabilan
kondisi yang ditetapkan benar (iff).
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Sebagian besar fungsi-fungsi yang sering digunakan dalam Map
Calculation dapat dilihat dalam Table 3.6.

Table 3.6. Beberapa fungsi ILWIS yang sering digunakan dalam Map

Calculation

Fungsi Perintah Keterangan
IFF IFF (a,b,c) Jika kondisi a benar maka berikan hasil b,
(Kondisional) jika tidak benar maka isikan nilai ¢
Relasional INRANGE Untuk menguiji nilai ekspresi atau peta a,
(a,b,c) jangkauannya terhadap titik b dan c.
Definisi ISUNDEEF (a) Menguji apakah a tidak terdefinisi

IFUNDEEF (a,b) |Jika kondisi a tidak terdefinisi, maka hasil
ditentukan oleh ekspresi b, kalu tidak
kembali ke a

IFUNDEF Jika kondisi a tidak terdefinisi, maka hasil

(a,b,c) ditentukan oleh ekspresi b, kalu tidak
ditentukan oleh c.

IFNOTUNDEEF | Jika kondisi a (tidak) tidak terdefinisi,

(a,b) maka hasil ditentukan oleh ekspresi b, kalu
tidak kembali ke a. Menguji apakah a tidak
terdefinisi.

IFNOTUNDEF | Jika kondisi a (tidak) tidak terdefinisi, maka

(a,b,c) hasil ditentukan oleh ekspresi b, kalu tidak
ditentukan oleh c.

Eksponensial | SQ(a) a kuadrat; a% a*a

SQ(a,b) a kuadrat ditambah b kuadrat; a? + b?, (a*a +
b*b)

SQRT(a) Menghitung akar kuadrat (+) a; Va

HYP(a,b) Menghitung akar kuadrat (+) dari jumlah a
kuadrat ditambah b kuadrat; V(a2 + b 2)

POW(a,b) Mendapatkan nilai a pangkat b; a®, dengan
akar ke-n dari a diperoleh dengan :

EXP(a) POW(a,1/n)

Nilai e (2,718) pangkat a; e?
Logaritma LOG(a) Menghitung logaritma a; °log(a)
LN(a) Menghitung laguratima natural a; ¢log(a)
Acak RND(a) Mengembalikan nilai bilangan bulat acak
pada kisaran (1;a)

RND(0) Mengembalikan a dengan 0 atau a dengan 1
secara acak

RND() Mengembalikan secara acak nilai nyata
dalam kisaran (0;1>, termasuk 0 dan tidak
termasukl)
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Penanda -(a) Mengembalikan a dikalikan dengan -1
NEG(a) Mengembalikan a dikalikan dengan -1
ABS(a) Mengembalikan a ke nilai absolute (positif)
SGN(a) Mengembalikan -1 untuk nilai negatif a, 0
jika a=0 dan 1 jika nilai a positif.
Pembulatan ROUND(a) Pembulatan terhadap nilai a
FLOOR(a) Mengembalikan nilai bulat terbesar lebih
kecil dari nilai input
CEIL(a) Pembulatan keatas
Minimum- MIN(a,b) Mendapatkan minimum dari (dua ekspresi)
Maksimum adanb
MIN(a,b,c) Mendapatkan minimum dari (tiga ekspresi)
abdanc
MAX(a,b) Mendapatkan maksimum dari (dua ekspresi)
adanb
MAX(a,b,c) Mendapatkan maksimum dari (tiga ekspresi)
abdanc
NDVI NDVI(a,b) Menghitung Indeks Vegetasi dua citra a dan
b; (b-a)/(atb)
Trigonometri | SIN(a) Sin; mengembalikan nilai nyata dalam
kisaran -1 sampai 1
COS(a) Cosin; mengembalikan nilai nyata dalam
kisaran -1 sampai 1
TAN(a) Tangen; sin/cos
ASIN(a) Arcsin; sin® mengembalikan nilai nyata pada
radian dalam kisaran -7t/2 ke /2
ACOS(a) Arcos; cos® mengembalikan nilai nyata pada
radian dalam kisaran 0 ke 7t
ATAN(a) Arctan; tan't mengembalikan nilai nyata pada
radian dalam kisaran -7t/2 ke /2
ATAN2(y,X) Mengembalikan sudut pandang dua nilai
input
Hiperbola SINH(a) Sin hiperbola;(e?- e9)/2
COSH(a) Cosin hiperbola; (e3+e®)/2
TANH(a) Tangen hiperbola; tan(a)=sinh(a)/cosh(a)

Sebagai contoh sederhana, misalkan kita mempunyai dua peta raster:
peta fungsi kawasan hutan (Fungsi_Kawasan) yang mencakup tiga kelas:
Areal Penggunaan Lain (APL), Hutan Produksi (HP), dan Hutan Lindung
(HL); dan peta kemiringan lereng (Lereng) dalam unit derajat, serta kita ingin
mencari wilayah yang secara status kawasan merupakan non-kawasan hutan
(kelas fungsi APL) dan kemiringan yang landai (kurang dari 10°). Operasi
ini dapat dijalankan di ILWIS menggunakan operasi map calculation dengan
memakai fungsi iff, adapun langkah-langkah untuk menjalankannya adalah:
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Tampilkan peta fungsi kawasan hutan (Fungsi_kawasan) dan peta
kemiringan lereng (Lereng) serta cek arti dari masing-masing unit;
Selanjutnya buka item Raster Operations pada Operation-Tree dan

double klik operasi Map Calculation. Kotak dialog Map Calculation
akan terbuka.
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Gambar 3.57. Membuka kotak dialog dan ekspresi map calculation

Selanjutnya pada kotak ekspresi (Expression) tuliskan formula seperti
dibawah ini:

IFF ((Fungsi_Kawasan="APL”)AND(Lereng<=10), “Sesuai”,
“Tidak Sesuai”)

Ekspresi di atas memberikan nilai “Sesuai” bagi piksel-piksel dimana
kelas fungsi kawasan adalah APL dan kelerengan rendah (kurang dari
sepuluh derajat), dan nilai “Tidak Sesuai” bagi piksel-piksel yang tidak
secara sekaligus memenuhi kedua syarat tersebut;

Tuliskan nama APL_Lerl0 pada Output Raster Map sebagai nama
file yang akan menyimpan peta hasil kalkulasi. Selanjutnya kita harus
menentukan domain dari data yang akan dihasilkan. Pada baris Domain,

klik tombol A untuk membuat domain baru. Selanjutnya tuliskan nama
domain kelas baru: APL_Ler10, kemudian klik OK.
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Gambar 3.58. Membuat domain baru untuk hasil peta

5.  Kemudian kotak dialog domain class yang baru kita buat akan ditampilkan.

Selanjutnya tekan tombol add item @ untuk memasukkan item-item
baru pada domain yang Kita buat. Tuliskan item-item baru sesuai dengan
tampilan di bawah ini.
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Gambar 3.59. Mengisi item pada domain

6. Selanjutnya kotak dialog map calculation akan tampak seperti tampilan di

bawabh ini.
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Gambar 3.60. Memasukkan output map pada map calculation
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7. Kemudian klik tombol show untuk mulai proses kalkulasi. Setelah proses
kalkulasi selesai akan ditampilkan kotak dialog display option. Selanjutnya
klik OK untuk menampilkan peta hasil kalkulasi.
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Gambar 3.61. Display option dan tampilan hasil peta

3.2.7 Cross Operation

Operasi atau fungsi cross menjalankan proses overlay dua peta raster
dengan cara membandingkan piksel-piksel pada posisi yang sama di kedua
peta dan senantiasa mengikuti keseluruhan kombinasi yang terjadi antara
nilai atau kelas di kedua peta. Sebagai peta masukan yang digunakan dalam
proses Cross harus berupa peta-peta raster yang mempunyai georeferensi
yang sama. Selama operasi cross, kombinasi nama-nama klas (class names), id
(identifiers) atau nilai-nilai (values) dari piksel-piksel dikedua peta masukan
akan ditampilkan, piksel pada tiap kombinasi akan dijumlahkan, serta area
pada tiap kombinasi akan dihitung. Hasil dari proses Cross akan disimpan
pada sebuah output cross table dan sebuah output cross-map. Sebagai contoh
sederhana yang menunjukkan operasi cross antara dua peta domain klas
dapat dilihat pada gambar 3.62.
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Gambar 3.62. Contoh operasi cross antara peta landuse dan peta geology

dengan output berupa cross table dan cross map

Pada latihan ini, operasi cross akan dijalankan menggunakan dua peta
raster (class maps): peta fungsi kawasan hutan (Fungsi_kawasan) yang terdiri
dari tiga klas: Areal Penggunaan Lain (APL), Hutan Produksi (HP), dan
Hutan Lindung (HL); dan peta klas kemiringan lereng (Klas_lereng) yang
terdiri dari tiga klas: Datar (0-10°), Sedang (10-25°), dan Berbukit (>25°), untuk
menghitung persentase tiap klas kemiringan lereng pada tiap tipe fungsi
kawasan hutan. Langkah-langkah untuk mendapatkan hasil tersebut dapat

dilakukan dengan prosedur seperti berikut:

e Tampilkan peta fungsi kawasan hutan (Fungsi_kawasan) dan peta klas
kemiringan lereng (Klas_lereng) serta check arti dari masing-masing

unit.

o Selanjutnya buka item raster operations pada operation-tree dan double Klik

operasi cross. Kotak dialog cross akan terbuka.
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Gambar 3.63. Perintah cross dan jendela cross operation

Sedangkan pada kotak 2nd Map pilih peta raster Klas_lereng.

Selanjutnya pilih peta raster Fungsi_kawasan pada kotak 1st Map.

Tuliskan nama Kawasan_Lereng pada kotak teks output table. Tuliskan

juga deskripsi-nya pada kotak description: Kombinasi peta fungsi kawasan

dan klas kemiringan lereng.

Pastikan untuk memilih kotak check pada output map untuk menentukan

nama peta hasil kombinasi. Tuliskan Kawasan_Lereng pada kotak teks

output map.
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Gambar 3.64. Mengisi parameter pada operasi cross

Langkah selanjutnya adalah klik show. Selanjutnya akan ditampilkan

Proses tersebut akan menghasilkan dua output yaitu tabel dengan nama
Kawasan_Lereng dan peta Kawasan_Lereng sesuai dengan isian pada item

jendela Cross.
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Gambar 3.65. Hasil operasi cross dalam bentuk tabel dan peta

Pada tabel hasil, operasi cross ditunjukkan oleh keseluruhan kombinasi
dari kelas fungsi kawasan hutan dan kemiringan lereng, beserta jumlah
piksel dan area kombinasi. Selanjutnya dari tabel cross akan digunakan untuk
menghitung persentase kelas kemiringan lereng yang terdapat dalam masing-
masing tipe fungsi kawasan hutan. Langkah pertama adalah kalkulasi tiga
kolom datar, sedang, dan berbukit yang mempunyai satu nilai (value) untuk
satu area.

Selanjutnya akan dilaksanakan fungsi agregasi (aggregation)
dikombinasikan dengan penggabungan tabel (table joining). Fungsi agregasi
akan menjumlahkan (sums) nilai-nilai pada kolom area, yang dikelompokkan
berdasarkan (grouped by) kelas fungsi kawasan hutan dan menampilkan
hasilnya pada kolom totalarea dalam tabel Fungsi_kawasan.

e Tulis formula seperti dibawah pada baris perintah (command line) pada
jendela tabel :
Datar = IFF(Klas_lereng="Datar”, Area, 0)
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Gambar 3.66. Menggunakan table calculator untuk
mendapatkan kolom baru

e Selanjutnya kotak dialog kolom properti (Column Properties) akan terbuka.

Klik OK.
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Gambar 3.67. Item yang harus diisi pada coloumn properties
dan tampilan kolom baru
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e Kemudian tekan arrow-key pada baris perintah (command line) pada
jendela tabel untuk menampilkan formula sebelumnya dan selanjutkan
edit formula tersebut seperti berikut:

Sedang = IFF(Klas_lereng="Sedang”, Area, 0)

e Selanjutnya kotak dialog kolom properties (column properties) akan
terbuka. Klik OK.
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Gambar 3.68. Proses dan tampilan kolom baru untuk mendapatkan
klas kemiringan lereng “sedang”

e Kemudian tekan arrow-key pada baris perintah (command line) pada
jendela tabel untuk menampilkan formula dan masukkan formula berikut
ini:

Berbukit = IFF(Klas_lereng="Berbukit”, Area, 0)

e Selanjutnya kotak dialog kolom properties (column properties) akan
terbuka. Klik OK. Tiga kolom baru hasil kalkulasi: datar, sedang, dan
berbukit akan ditampilkan pada tabel Kawasan_lereng, dimana hanya
baris-baris yang merupakan suatu kombinasi dari klas kemiringan lereng
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datar, sedang, atau berbukit akan mempunyai satu nilai (value) untuk
satu area dan tidak untuk yang lain.
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Gambar 3.69. Proses dan tampilan kolom baru untuk mendapatkan
klas kemiringan lereng “berbukit”

e Selanjutnya dari menu kolom (column menu) pada jendela tabel pilih
fungsi agregasi (aggregation), kemudian kotak dialog kolom agregasi
(aggregate column) akan ditampilkan
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Gambar 3.70. Menggunakan *“agregation” untuk menjumlah luasan area

menggunakan Kriteria tertentu

Pada kotak dialog kolom agregasi pilih isian untuk column: area, pilih
function: sum, pastikan untuk memilih check pada kotak group by dan
pilih kolom Fungsi_Kawasan, selanjutnya pilih kotak check pada output
table dan tuliskan nama tabel-nya: Fungsi_Kawasan. Kemudian tuliskan

pada output column: totalarea.
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Gambar 3.71. Menentukan kriteria pada fungsi aggregation

Selanjutnya klik OK pada kotak dialog aggregate column. Kolom fotalarea,
yang berisikan informasi penjumlahan luas (area sums) per kelas fungsi
kawasan akan ditampilkan pada tabel Fungsi_Kawasan.
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Gambar 3.72. Tabel hasil fungsi aggregation untuk mendapatkan total luas

area berdasarkan fungsi

Langkah selanjutnya dari menu kolom (column menu) pada jendela tabel
Kawasan_Lereng, pilih fungsi agregasi (aggregation), kemudian kotak
dialog kolom agregasi (aggregate column) akan ditampilkan.

Pada kotak dialog kolom agregasi pilih isian untuk kolom datar, pilih
Function: Sum, pastikan untuk memilih check pada kotak group by dan
pilih kolom Fungsi_Kawasan, selanjutnya pilih kotak check pada output
table dan tuliskan nama tabel-nya : Fungsi_Kawasan. Kemudian tuliskan
pada output column: datar.

Selanjutnya klik OK pada kotak dialog aggregate column.
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F Giemmupy by DFL,-u:m_Hawc:ﬂ

o OwpaToble  Fongs Faveren
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Gambar 3.73. Menggunakan aggregation untuk mendapatkan kolom baru

“datar” pada tabel fungsi_kawasan

Ulangi prosedur yang telah dijalankan di atas untuk kolom sedang dan
berbukit, sehingga tabel Fungsi_Kawasan akan berisikan kolom-kolom:
totalarea, datar, sedang, dan berbukit.
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Gambar 3.74. Tabel fungsi_kawasan yang memuat kolom hasil aggregation

Langkah selanjutnya adalah menghitung persentase tiap klas fungsi
kawasan hutan yang berada pada klas kemiringan lereng Datar, Sedang, dan
Berbukit.

e  Aktifkan tabel Fungsi_Kawasan.
e Tuliskan formula yang tertera seperti di bawah pada baris perintah
(Command line) yang ada di jendela tabel.
Pdatar = 100*(Datar/Totalarea)

e Kotak dialog kolom properti akan terbuka. Tentukan domain-nya (persen)
serta masukkan nilai 1.0 untuk presisinya. Selanjutnya klik OK.

e Buat juga kolom PSedang dan PBerbukit dengan formula yang sama
serperti di atas. Tentukan Domain-nya (persen) serta masukkan nilai 1.0
untuk presisinya.
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Gambar 3.75. Kotak dialog properties
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Hasil dari proses kalkulasi tersebut akan seperti terlihat pada tabel
Fungsi_Kawasan di bawah. Kolom PDatar, PSedang dan Pberbukit berisikan
persentase wilayah dengan kemiringan kelas datar, sedang, dan berbukit
pada tiap-tiap kelas fungsi kawasan hutan.
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Gambar 3.76. Tabel fungsi kawasan dan persentase kemiringan lereng

Latihan :

Dalam latihanini kita akan mencoba untuk melihat pola perubahan
tutupan lahan dari data analisa tutupan lahan yang sudah kita buat pada
tahun 1990, 2002, 2005, dan 2007. pembahasan untuk overlay peta ini adalah
untuk melihat pola perubahan tutupan lahan yang dominan terjadi diwilayah
ini. Ada beberapa pertanyaan yang dapat kita gunakan untuk mengarahkan
kita dalam membangun informasi tersebut, seperti :

1. Berapa banyak deforestasi yang terjadi pada waktu 1990 — 2002, 2002 —
2005 dan 2005 — 2007 pada tutupan lahan yang dianalisa itu?

2. Kapan deforestrasi lahan hutan banyak terjadi dan berapa luas?

3. Tutupanlahanyang memiliki nilaiekonomis apayang banyak berkembang
di wilayah itu?

4. Bagaimana sebaran peningkatan lahan karet di setiap kecamatan?

5. Bagaimana peningkatan lahan pertanian khusunya sawah diwilayah
tersebut?

Sebagai contoh untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut, kita
akan membuat konsep dan proses analisa dengan mengambil contoh analisa
pada tahun 1990 dengan tahun 2002 sebagai kurun waktu analisa yang paling
mudah. langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan rasterisasi

2. Rubahlah data vektor (poligon) dengan nama acbar_Lc_1990 menjadi
data raster dengan nama Lc_1990 menggunakan operation-tree dengan
perintah rasterize dibawah ikon polygon to raster, lalu masukkanlah file-
file tadi untuk dikonversi, begitu pula untuk data vektor tutupan lahan
pada tahun 2002, 2005 dan 2007 dengan nama file yang informatif dan
mudah dikenali, seperti misalnya: 1c_2002, 1c_2005 dan 1c_2007.
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Gambar 3.77. Perintah melakukan proses rasterisasi

3. Owverlay (cross)

Setelah data tutupan lahan tahun 1990 dan tahun 2002 dirubah menjadi
raster data (Ic_1990 dan Ic_2002), langkah selanjutnya adalah melakukan
overlay kedua peta tersebut (CROSS) sehingga akan menghasilkan peta baru
dengan data atribut baru dengan nama yang sama Ichange_90-02. Prosesnya
dari operation-tree kemudian ke ikon raster operations dengan menggunakan
Cross, kemudian kita bisa memasukkan data yang akan kita overlay-kan.

Data peta pertama adalah 1c_1990 dan kemudian peta kedua adalah
1c_2002 lalu kita akan mengisi hama data atribut yang akan kita pakai yaitu
Lchange_90-02 dan namanya juga sama kita gunakan untuk data spasial atau
nama peta kita (kalau masih ada waktu untuk proses silahkan masukkan juga
diskripsi dari proses yang anda lakukan).
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Gambar 3.78. Proses overlay
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4. Atribute data

Hasil dari overlay peta tutupan lahan tahun 1990 dengan tahun 2002
adalah data Lchange_90-02 baik berupa atribut data dan data spasialnya.
Langkah beriktunya adalah kita membuka data atribut filenya.

[ 0 s i “Levavae 07 T ableresafie AT
Vi LdR Columme  Recwds View Lk
T N D

e e g e
His i Ty ;J
— sanstal ¥siin o
b= o L
B+ iiate|  hasaun
i T e |

Gambar 3.79. Tabel hasil proses overlay

Tahap selanjutnya setelah menampilkan data atribut adalah dengan
menambahkan satu kolom dengan data coloumns—add yangakan kitagunakan
untuk mengisi informasi dari pola perubahan yang terjadi dengan membuat
domain kelas baru. Caranya dengan membuat domain baru dengan nama
changes dengan tipe domain class, lalu kita akan mencoba mengelompokkan
pola perubahan tersebut menjadi beberapa kelas, seperti:
= Stable Forest
»  Deforestation
= Stable Tree based
= Stable Rubber (karet)
*  Change to Tree Base
*  Change to Rubber (karet)
= Stable Oilpalm
*  Change to Oilpalm (sawit)
= Stable Non Tree Base
= Stable Paddy Field (sawah)
*  Change to Paddy Field (sawah)
=  No Data
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